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 PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

S ';‘ENTANG o

* PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

" DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

| Menimbang : a.

Mengingat

e .
o

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah

satu fungsi pemerintahan negara yang melaksanakan tugas

di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,
penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman
dan pelayanan kepada masyarakat;

bahwa untuk melaksanakan tugas, fungsi dan peran serta

tanggung jawabnya diperlukan alat untuk mengukur tingkat
keberhasilan dan akuntabilitas kinerja sesuai dengan sasaran
sirategis yang ditetapkan, dan standar baku tentang mekanisme
penyusunan indikator kinerja utama:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala
Kepolisian Negara: Republik Indonesia tentang Penyusunan
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kepolisian Negara

- Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Nagara
Republik indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4168);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional {Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 4700);

3. Peraturan .....




"y

3. Peraturan Pemerintah _-'Nomor 90 . .Tahu_h_ ' ..20_10 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/

Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara’ Republik Indonesia -
'Nomqr_S’i?B); e D . B

4. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan: PERATURAN _KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK

INDONESIA TENTANG PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA,
BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalgh
alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertibany
masyarakat, menegakkan hukum, seria memberikan  perlindungan,
pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya
keamanan dalam negeri.

Unit organisasi Polri adalah pengguna anggaran yang bertanggung jawab
terhadap pengkoordinasian dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Kineja Unit organisasi Polri adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian

- Sasaran ataupun tujuan unit organisasi Polri sebagai penjabaran dari visi, misi,

dan strategi unit organisasi Polri yang mengindikasikan tingkat keberhasilan

.. dan_kegagalan. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prograim dan kebijakan

yang ditetapkan.

Pengukuran Kinerja adalah proses manajiemen unfuk menilsi tingkat
pencapaian Indikator Kinerja yang membandingkan target Kinerja dengan
realisasi kinerja. -

Pemantauan dan pengendalian kinerfa adalah serangkaian kegiatan
pengamatan perkembangan Kinerja pelaksanaan kegiatan atau program
dengan menggunakan infomasi hasil pengukuran kinerja, identifikasi, analisis
serta anfisipasi masalah yang timbul dan atay akan timbul untuk dapat diambil
tindakan sedini mungkin.

6. Sasaran....

Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

' 'Otgani_s_aSi_dan Tata Kerja Kepolisian iNe_g'a'ra-Repf_ubﬁ!ikii__ndo"nesia;'_5"}':3:'_:' -
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Sasaran adalah hasil yang ingin_dicapai'é[eh' F?oh_’_i dalam rumusan vang lebih =
B spes_i_fik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. e

10.
11.
12.

13.

. Kegiatan adalah findakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan
- oleh unit organisasi Polri ‘sesuai dengan kebijakan dan program yang telah
- .ditetapkan dengan memanfaatkan sumber. d_aya- yang ada untuk mencapai_ﬁ:;i §

- Program adalah kumpulan kegiatan yang sistemaiis dan -terpadu untuk:
~ ‘mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa unit organisasi . -
- Polii ataupun dalam rangka kerja, sama dengan masyarakat, guna mencapai. .

| sasaran tertentu.

‘sasaran dan fujuan tertentu. .

. ,Ke_lua_ra:n_ (oulput) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang B
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis, tujuan program -

dan kebijakan.

Hasil (outcome) adalah segala sesuafu yang mencerminkan berfungsinya
keluaran dari kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis
dan tujuan yang telah ditetapkan.

Indikator Kinetja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan
tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu fujuan dan
sasaran strategis organisasi. '

Satuan Kerja yang selanjutnya disingkat Satker adalah Kuasa Pengguna
Anggaran yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi Polri yang
melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.

Pasal 2

Tujuan peraturan ini;

a.

sebagai pedoman seluruh Kasatker di lingkungan Polri dalam penyusunan
IKU sesuai dengan peran, tugas, fungsi dan tanggung jawabnya;

terwujudnya keseragaman administrasi dalam tata cara penyusunan IKU; dan

tercapainya ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran sirategis
organisasi guna perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

Prinsip-prinsip dalam penyusunan IKU, meliputi:

a.

legalitas, yaitu penyusunan IKU dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;

transparan, yaitu proses penyusunan IKU dilaksanakan secara terbuka
dengan mengikutsertakan personel pada Satfungnya;

c. akuntabel .....




PR

: c | -"ékuntabei', yaitu proses.penyusun_an _TiKL_J_.ic"iapa‘t_ _dipéﬂénggungjaWébkan baik:..:"f;"_‘
- dari mulai persiapan, pembahasan sampai dengan penetapan-hasil, - B

- d. efektif dan efisien, yaitu IKU disusun secara cermat, cepat dan tepat; dan

' "-..'e_. o " brc_;_pbr_sﬂional, yaitu IKU ditetapkan dengah _ﬁiempertimban_gkan-'_bebah kinetja

INDIKATOR KINERJA

' Syarat dan Kriteria

Pasal 4

(1) Syarat Indikator Kinerja meliputi:

a. relevan dengan apa yang diukur;
h. penting/menjadi prioritas untuk dicapai; dan
c. efektif dan layak untuk dianalisis.

(2) Relevan dengan apa yang diukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- huruf a, vaitu Indikator Kinerja harus berhubungan dengan apa yang diukur
dan secara. objektif dapat digunakan untuk pengambilan keputusan atau
kesimpulan tentang pencapaian apa yang diukur.

(3)  Penting/menjadi prioritas untuk dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, yaitu penetapan Indikator Kinerja mengutamakan aspek kepentingan/
prioritas guna menunjukkan keberhasilan, kemajuan, atau pencapaian
{accomplishment).

{(4)  Efektif dan layak untuk dianalisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢, pengumpulan, pengolahan, dan analisis data informasi yang berkaitan
dengan Indikator Kinerja dilakukan secara efektif dengan biaya yang layak.

g. pasag 5 | Wi |

Kriteria indikator Kinerja yang baik dan cukup memadai meliputi:

a. spesifik, yaitu Indikator Kinerja harus sesual dengan program dan atau
kegiatan sehingga mudah dipahami dalam memberikan informasi yang fepat
tentang hasil atau capaian kinerja dari kegiatan dan atau sasaran;

b. dapat dicapai, vaitu Indikator Kinerja yang ditetapkan merupakan tantangan
unfuk dicapai/diwujudkan namun bukan hal yang mustahil untuk dicapai dan
dalam kendali organisasi Polri;

¢c. relevan.....




o

. -dapat diukur tingkat pencapaiannya.

relevan, vaitu Indikator Kinerja yang dibuat harus sinergi atau
menggambarkan keterkaitan dengan hasil yang akan diukur;

‘menggambarkan keberhasilan sesuatu yang dapat divkur, yaitu indikator yang =
- baik merupakan ukuran keberhasilan pencapaian pelaksanaan program/.

kegiatan; dan

d_a_pat dikuantifikasi dan diukur, yaitu indikator t:fite_tapkan dengan angka atég’

Bagian Kedua
Tipe dan Jenis

Pasal 6

Tipe Indikator Kinerja meliputi:

a.

kualitatif, yaitu menggunakan indikator dengan sistem penilaian skala baik,
cukup, kurang:

‘kuantitatif absolut, yaitu menggunakan indikator penilaian dengan angka

absolut;

persentase, yaitu menggunakan perbandingan angka absolut persentase dari
yang diukur dengan populasinya;

rasio, yaitu membandingkan angka absolut safu dengan angka absolut lain
yang terkait;

rata-rata, yaitu angka rata-rata dari suatu populasi atau total kejadian; dan
indeks, yaitu angka patokan dari beberapé variabel kejadian berdasarkan
rumus tertentu.

Pasal 7

Jenis Indikator Kinerja meliputi;

a.

Indikator Input, yaitu gambaran mengenai sumber daya yang digunakan untuk
menghasilkan output dan outcome;

Indikator Proses, vaitu gambaran ~mengenai . usahalkegiatan: vang
 dilaksanakan untuk menghasilkan barang atau jasa;

Indikator Keluaran {output), yaitu gambaran mengenai cutput yang dihasiikan
dari suatu kegiatan dalam bentuk barang atau jasa:

indikator Hasil (outcome), yaitu gambaran mengenai-hasil aktual atay capaian
dari barang atau jasa yang dihasilkan; dan

Indikator Dampak, yaitu gambaran mengenai akibat yang ditimbuikan secara
langsung atau tidak langsung dari tercapainya tujuan atau outcome Dada
tingkat yang lebih finggi.




(1)

2

3
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Bagian K_etig',a
Fungsi -

Pasals

| sindiké_to_f Ki_r_x_e_rja menmiliki fungsi: - -

~ memperjelas fentang apa, berapa dan bagaimana kemajuan pelaksanaan
. kegiatan/program dan kebijakan unit organisasi Polri yang teleh ditetapkan;

~ menciptakan konsensus yang dibangun bersama pihak terkait untuk -

mencegah atau menghindari kesalahanfinterpretasi selama pelaksanaan
program/kegiatan dalam menilai kinerja unit organisasi Polri; dan '

membangun dasar dalam pengukuran, analisis, dan evaluasi Kinerja unit
organisasi Polri.

BAB
PEMILIHAN, PENETAPAN, DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu
Pemiiihan dan Penetapan

Pasal 9

Penentuan IKU dilakukan melalui proses pemilihan dan penetapan dari
beberapa jenis Indikator Kinerja.

Pemilihan dan penetapan IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib
mempedomani: .

a. sasaran strategis pada dokumen rencana strategis Polri, dokumen
rencana strategis Polda, dokumen rencana strategis Satker sesuai
tingkatan unit organisasi;

b. bidang tugas, fungsi, kewenangan, dan peran Satker; dan

Pemilihan dan penetapan KU di lingkungan unit organisasi Polri dapat
melibatkan pemangku kepentingan dari Satker yang bersangkutan.

Pasal 10
Pimpinan organisasi Polri atau Kasatker, memilih dan menentukan kinerja

utama atau core area/business yang tertuang dalam fugas, fungsi dan
Kewenangannya,

(2) Pemilihan .....




[t

- . penetapan tujuan dan sasaran stategis organisasi Polri.

“Pemilihan Kinerja utama: éébégéi‘_rﬁahé_._ﬁihiﬁak_sgu_d pada ay

@

Penctapan IKU di lngkungan Polr sebagai berkut.

. Kapolri menetapkan IKU untuk organisasi Polr;

. Kasatker pada organisasi Polii sefingkat esefon | dan eselon 1|
-~ menetapkan Indikator Kinerja utamanya serta Satker yang berada

kesatuannya; dan

'_Képala " kepolisian 57daer?h '(KaPOQd'é)l menetapkan KU untuk

”Kas_atker di lingkungan Polda dan Polres' 'h’iéhetapkan IKU untuk -
~ kesatuannya.

Penetapan IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beftu_ju_an untuk:

a.

memperoleh informasi kinerja yang penting dan di periukan dalam

menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan

memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan
sasaran strategis organisasi Polri yang digunakan untuk perbaikan
kinerja dan peningkatan Akuntabilitas kinerja.

Pasal 12

F’enetapan IKU dapat digunakan oleh organisasi Polri dan satuan kerja di bawahnya
dalam beberapa dokumen antara lain:

a.
b.

© o o

™

7 @

perencanaan jangka menengah;

perencanaan tahunan;

perencanaan anggaran;

pengukuran Kinerja;

pelaporan akuntabilitas kinerja;

evaluasi Akutabilitas kinérja Polri; dan

hasil pemantauan dan pengendalian ki'nerja pelaksanaan program dan
kegiatan.

at (1) -_m_erupakaé:_-"f';_-;.:.f_' B



a.
b.
o
d.

(1)

2)

(1

(2)

O3

Pasal 13

Dalam menetapkan IKU diperlukan:

penyaringan yang berulang-ulang;

ketja sama;

pengembangan konsensus; dan

pemikiran yang hati-hati.

Pasal 14

IKU pada setiap tingkatan organisasi Polri disusun dengan tataran sebagai
berikut:

a.

pada tingkat organisasi Polri menggunakan Indikator hasil capaian
(outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi;

pada tingkat Satker di lingkungan Mabes Polri setingkat eselon | dan
eselon Hl menggunakan indikator hasil (outcome) danfatau keluaran
(oufput) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (oufput) unit kerja
dibawahnya; dan

pada tingkat kesatuan kewilayahan sekurang-kurangnya menggunakan
indikator keluaran {output).

IKU di Iingkungan Polri harus selaras dan sinergi antartingkatan unit
organisasi. '

Pasal 15

Penyusunan IKU dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut;

a.

mengklarifikasi yang menjadi kinerja utama dengan membuat
permnyataan hasil atau tujuan sasaran yang ingin dicapai;

menyusun daftar awal IKU yang dapat digunakan;

melakukan penilaian setiap IKU dengan menggunakan skor tertinggi
sampai dengan yang terendah pada daftar awal Indikator Kineria
utama; dan

melakukan pemilihan IKU berdasarkan peniiaian tertinggi sehingga
dijadikan seperangkat IKU. :

Rincian tahapan penyusunan IKU sebagaimana tercantum dalam lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.
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Bagian Kedua
Pengembangan =

| Pengembangan IKU diiakukan apaba terdapat:

o

pé_rﬁbahéh program dan kegiatan; |
~d. kebutuhan dalam penganggaran yang berbasis kinerja; dan =

e.  dampak negatif terhadap kine'rja organisasi secara keseluruhan.

Pasal 17

Pengembangan dan penetapan KU wajib menggunakan prinsip kehati-hatian,
kecermatan, dan transparan guna menghasilkan informasi kinerja yang handal.

Pasal 18
Dalam hal IKU menimbulkan dampak negatif terhadap kinerja oi'ganisasi secara

keseluruhan, pimpinan unit organisasi melaporkan kepada unit organisasi di atasnya
guna ditentukan pengembangan lebih lanjut untuk perbaikan.

BAB IV
PEMBINAAN DAN KOORDINASI
Pasal 19
Kapolri bertanggung jawab dalam Pembinaan dan Koordinasi IKU di lingkungan
Polri.
Pasal 20

(1}  Pembinaan dan Koordinasi iIKU di lingkungan Polri dilaksanakan oleh Asrena
Kapolri.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
sosialisasi, arahan dan pencerahan dalam pengembangan, penyusunan, dan
penetapan KU,

(3} Koordinasi .....




.
©

. | (3)_

'K(Jordinasi sebagaimana dimaksud péda éy_a;t (1) dilakukan untuk_"-il: :
mengintegrasikan sistem pengukuran kinerja dengan sistemn ‘administrasj

pemerintahan lainnya berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,

~ penatausahaan dan'pertanggungjawaban. o

' PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 21

- .Pengawasén dan pengendalian terhadap pelaksanaan penetapan IKU dilaksanakan

a,

b.

(1)

(2)

(3)

T sebagai berikut:

Kgp_olri melalui Asrena Kapolri, untuk Satker di lingkungan Polri;

pimpinan unit organisasi pada tingkat eselon |, untuk Satker di bawahnya; dan

pimpinan Kepolisian Daerah, untuk Satker di bawahnya termasuk Satker
kewilayahan.

Pasal 22

Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21,
dapat berupa:

a. analisis dan evaluasi; dan

b. pelaporan.

Analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:

a. dilaksanakan dengan memperhatikan capaian IKU untuk melengkapi
informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja;

~b.- - dibuat secara berkala dan sederhaha dengan meneliti fakta-fakta yang

ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya; dan

C. digunakan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan
mengirimkan IKU yang telah ditetapkan oleh Kasatker di lingkungan Polri
kepada Asrena Kapolri secara berjenjang.

BAB ...




SAB v's -

KETENTUAN PENUTUP -

Pasai 23

Peraturan Kapoin ini muiaz beﬂakh pada tangga! dmndangkau :

' '”':.Agar set:ap orang mengetahuznya Peraturan Kapoln ini diundangkan dengan

- penempatannya dalam Berita Negara Repubhk !ndoneSIa

Ditetépkan di J.aka'r{a :
pada tanggal 8 Agustus 2012

Diundangkan di Jakarta S
padatanggal 10 Agustus 2012

MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA, -

I

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOCR 805




LAMPIRAN
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PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
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e SESTEMATEKA _
PENYUSUNAN !ND!KATOR KINERJA
S SERTA CONTOH FORMAT |

i :':'BAB I

o -_BAB u

A MEMAHAM! !NDIKATOR KINERJA

. BABW

- BAB IV

BAB V
BAB VI

BAB Vii

BAB VI

i _"PENDAHULUAN

GAMBARAN UMUM !NDIKATOR KINERJA

. f-;_stRAT DAN KRITERIA iNDiKATOR K!NERJA

B.
C. TIPE DAN JENIS INDIKATOR K NERJA
D

. ﬁ-'PENGGUNAAN iNDIKATOR KiNERJA

' PENETAPAN ENDIKATOR KINERJA UTAMA
A.... TUJUAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

B. LANGKAH-LANGKAH PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA -

C. PELIBATAN STAKEHOLDER DAN PENERAPAN INDiKATOR.
KINERJA UTAMA

PENGEMBANGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

A. PENERAPAN AWAL DALAM PENGUKURAN KINERJA
B. REVIEW DAN PENGEMBANGAN PENERAPAN KU
DI LINGKUNGAN POLRI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
ADMINISTRAS

SEPERANGKAT INDIKATOR KINERJA UTAMA
CONTOH INDIKATOR KINERJA UTAMA:
CONTOH INDIKATOR KINERJA UTAMA POLRI:

CONTOH INDIKATOR KINERJA UTAMA SATKER MABES POLRI;
CONTOH INDIKATOR KINERJA UTAMA POLDA;

O o w >

CONTOH INDIKATOR KINERJA UTAMA SATKER KEWILAYAHAN.




BABI
PENDAHULUAN

Dalam kerangka pembangunan Good Governance Keb;;ar{an umuim pemersntah.
ada!ah ingin menjalankan Pemerzntahan ‘vang beronentasn pada hasil (Resulf Orfented _
"Governmenf) unenta31 pada ;nput terutama uang, sepertl selama ini dualankan:__
| g hendak dltmggaikan Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akanf
fokus pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan outpuf_.
_dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ouiput merupakan has:l
langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat
berwu;ud sarana, barang, dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedang outcome
adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberikan manfaat
bagi masyarakat. Output dan ouicome inilah yang selayaknya dipandang sebagai
Kinerja, bukan kemampuan menyerap anggaran seperti persepsi yang ada selama ini.
Namun demikian uang tetap merupakan fakior terpenting untuk mencapai kinerja
tertentu baik berupa oufput maupun outcome. Money follows function, bukan
sebaliknya, karena itu prinsip dasar manajemen berbasis kinerja adalah
no performance, no money.

Polri sejak lberguiimya reformasi birokrasi telah melakukan upaya perubahan-
perubahan dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat
Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan
Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta
berbagai perundangan- -undangan dibawahnya yang mana sudah menerapkan
anggaran berbasis kinerja baik ditingkat pusat maupun dikewilayahan jajaran
Kepolisian. Dengan anggaran berbasis kinerja ini akan dapat dilakukan penelusuran
alokasi anggaran ke kinerja yang direncanakan, dan pada setiap tahun anggaran juga
dapat dilakukan penelusuran realisasi anggaran dengan capaian kinerjanya. Hal ini
akan memudahkan evaiuasi untuk mengetahui cost effisency dan cost effectiveness

anggaran Polri, sekaligus memudahkan pencegahan dan deteksi kebocoran anggaran.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan
tata pemerintahan yang baik di Indonesia adalah teiah dikeluarkan Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparaiur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal
31 Mei 2007, tentang Pedoman Umum Penetapan indikator Kinerja Utama

di lingkungan.....




e imgkatan (ieve:) secara ber;enjang Indskator Kmerja Utama (iKU) Orgamsas: Po_

'dl Ifngkungan !nstans: Pemermtah Berdasarkan F’eraturan Menten Pendayagunaan: :
Aparatur Negara Ind;kator Kinerja Utama (Key Performance indlcators) adalah- |

_ _ukuran keberhasulan dare suatu. tu;uan dan sasaran strategls Organ:saSI Set:ap'--

'-'_InstanSI pemenntah Waj!b menetapkan indlkator Klnerja Utama (Key Pefformance:;
::_Ind:cators) sacara formai untuk tujuan dan sasaran strategis untuk masmg--ma_

harus seiaras antara tmgkatan unlt orgamsas: mehputl Endlkator kmer,xa keluaran_ff

| '(Oufput) dan hasni (Outcome) !ndtkator Kmerja Utama (iKU) pada tingkat organlsasz;
Poln sekurang kurangnya adalah lnd;kator hasil (Outcome) Indikator Kinerja Utama_:
= .'IIKU pada tingkat eselon | adalah Indikator hasil (outcome) dan atau keluaran (output)

'yang setingkat iebih tinggi dari keluaran (Output) unit kerja di bawahnya, sedangkan'.
IKU pada unit organisasi setingkat Eselon 11 / satuan kerja sekurang kurangnya adalah_ :

R indlkator Keluaran (outpu).

Dengan ditetapkanya Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators)
secara forma! diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan
diperlukan dalam menyefenggarakan manajemen kinerja secara baik serta
diperolehnya ukuran keberhasﬂan dari pencapaian satu tujuan dan sasaran startegis
organisasi yang digunakan untuk perbaikan Kinerja dan peningkatan Akuntabilitas
Kinerja.

Dari hasil penilaian akuntabilitas Kinerja di Jajaran Polri, berdasarkan surat
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  Polri
Nomor : B/6827/M. PAN-RB/03/2011, perihal hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja
Organisasi Polr, kekurangan dan perlu diperbaiki diantaranya antara lain : menyusun
indikator Kinerja pada Sasaran dan tujuan Strategis dalam Renstra yang lebih
memadai; menyusun Rencana Ker;a ‘Tahunan (RKT) dalam rangka. pengajuan .
anggaran; menyusun penetapan kinerjia yang menggambarkan kinerja yang ingin
diwujudkan pada suatu tahun tertentu bukan hanya menggambarkan shoping List
yang menyajikan rincian penggunaan anggaran yang akan dibelanjakan; memperbaiki
penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)} yang lebih relevan dan terukur serta
memperbalki informasi kinerja yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja
Organisasi Polii (LAKIP). Melihat kekurangan tersebut bila dilihat secara utuh hal

tersebut merupakan suatu rangkaian kesatuan sehingga bila dalam saiy rangkaian

tersebut.....




tersebur ada yang kurang baik tentunya akan mempunyaz pengaruh terhadap yang_;:-{
lainnya termasuk dalam pencapaian indtka‘tor Klnerja Utama (IKU) "

Periunya datetapkannya Indlkator~|ndikat0f Kmerja sebagai proses yang Wajar-__f |
yang - dlgunakan balkk oleh para . peiaksana dan plmpman daiam mengelo!a'f_'_

_fj'usaha usaha organisasi. Poln agar mencapa: has:l atau.. berklnerja tmggi Loglkaﬁr

penimgnya lndlkator kme;]a ml dapat duelaskan muia[ dan pentmgnya pengukuran"_:“ a

' k:nerja sampal pada hal-hal yang nncz dalam mengeiola organlsaSI secara umum agar_f
berjaian efeknf dan efisien. "

" Hal ini dapat dimulai dari pentingnya mengukur dan mengetahui kinerja dan hassi
dengan menjelaskan jika kita fidak bisa mengetahui Kineria dan hasil kita sendm
Jika kita tidak dapat mengukur apakah program dan kegiatan berhasil atau kinerja kita
"bagus, maka kita tidak memahami kegiatan atau program itu sendiri. Jika kita t:dak.
paham/mengerti, maka kita tidak bisa mengendalikannya.” Jika tidak bisa
mengendalikannya maka kita tidak bisa memperbaikinya. Lebih fanjut, jika kita tidak
dapat mendemonstrasikan hasil dan kinerja, kita tidak dapat berkomunikasi dengan
pafa stake holders kita secara baik, dan tidak dapat menjelaskan nilai yang dapat
diciptakan dari uang rakyat yang dibelanjakan.

Dan kemudian, menyangkut hal-hal yang lebih rinci lagi, jika kita tidak mengukur
Kinerja dan hasil kita, maka kita tidak bisa membedakan apakah kita berhasil atau
gagal, kita tidak bisa belajar darinya, kita tidak bisa menghargai keberhasilan dan
mempertahankan keberhasilan, dan mungkin memberi penghargaan kepada
kegagalan, dan mungkin lebih parah lagi mengulangi kesalahan yang sama
berkali-kali dan memboroskan sumber daya.

Dari uraian tersebut diatas bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
‘sangatlah  penting dalam  penyusunan - perencanaan - strategis, Rencana Kerja,
Penetapan Kinerja, Pembuatan Lakip dan dalam penetapan anggaran sehingga periu
dibuat Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja di lingkungan Polri..




BAB n
GAMBARAN UMUM !ND!KATOR KiNERJA

A _Memahami Indikator Kinerja

S

Pengertsan ind:ka‘tor

__ -_a.'

'_'snd:kator ada!ah statzstzk dan hai yang normatlf yang menjadaf.._'ﬁ -
' perhatian kita yang membantu klta dalam membuat penilaian ringkas,

komprehensif dan benmbang terhadap kondisi-kondisi atau_'__

~aspek-aspek penting dari suatu masyarakat (Departemen Kesehatan,

Pendidikan, dan Kesejahteraan, Amerika Serikat, 1969);
indikator adalah variabel yang membantu kita dalam mengukur
perubahan-perubahan yang terjadi baik secara langsung maupurﬁl
tidak langsung (WHO, 1981); .

indikator adalah variabel-variabel yang mengindikasikan atau
memberi petunjuk kepada kita tentang suatu keadaan tertentuy,
sehingga dapat digunakan untuk mengukur perubahan (Green, 1992);
indikator adalah suatu ukuran tidak langsung dari suatu kejadian atau
kondisi. Misalnya berat badan bayi berdasarkan umur adalah
indikator bagi status gizi bayi tersebut {Wilson & Sapanuchart, 1993).

Dari beberapa definisi di atas menunjukkan bahwa Indikator adalah

variabel yang dapat digunakan untuk mengevaiuasi keadaan atau status

dan memungkinkan dilakukannya pengukuran ternadap perubahan-

perubahan yang terjadi. Suatu indikator tidak selalu menjelaskan keadaan

secara keseluruhan, tetapi kerap kali hanya memberi petunjuk (indikasi)

tentang keadaan secara keseluruhan tersebut - sebagai suatu perkiraan.

Dapat dikatakan indikator bukanlah ukuran pasti, melainkan indikasi dari

keadaan vang disepakati bersama oleh anggota organisasi yang akan

dijadikan sebagai alat ukur.

Pengertian Kinerja:

a.

kinerja adalah unjuk kerja d'an prestasi kerja atau hasil kerja yang
diwujudkan dalam melakukan suatu kegiatan atau program atau
mencapai tujuan dan sasaran tertentu;

b. Kinerja....




- kinefja adalah upaya da!am mencapau hasnl dan capalannya'_. '
| _(accompllshment) B | | o L
. __k;nerja adaiah un;uk kerja prestasg kerja iampn!an hasﬂ kerja capalan'_'{'

daiammemperoieh has;i ker]a tmgkat kecepatan/ efes:ens:/f-
produktnvntas ! efektuv:tas daiam mencapa; tu;uan Jadi kineqa_{;'

s merupakan sz‘ate of condxtxon dan suatu’ pelaksanaan kerja dalam
: '_-'mencapai sesuatu yang dungmkan (tujuan sasaran hasil yang:'
':dsingmkan kond;sn yang dlmgmkan perubahan yang dung:nkan)

_ kmerja adalah keiuaran / hasil dari kegiatan / program yang hendak_'

atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan angaran dengan
kuantitasdan kualitas terukur.

Pengertian Indikator Kinerja:

a.

indikator kinerja adalah sesuatu yang dijadikan alat ukur kinerja atau
hasil yang dicapai;

indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif vang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran
yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan, baik
secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa vang diukur
untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai;

indikator kinerja adalah sesuatu yang mengindikasikan terwujudnya
kinerja yang diinginkan:

indikator kinerja adalah ukuran Kinerja yang digunakan untuk
mengetahui perkembangan upaya dalam mencapai hasil dan hasil
kerja yang dicapai;

indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan / atau kualitatif yang.

menggambarkan tingkat pencapaian suatu Sasaran atau fujuan yang
ditetapkan organisasi.

Oleh karena itu, indikator kinerjia harus merupakan sesuatu yang akan

dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau

melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan,

maupun fahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Selain itu, indikator

kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja hari demi hari

organisasi / unit kerja yang bersangkutan menunjukkan kemajuan dalam

rangka.....




rangka menu;u iu;uan dan sasafan yang telah ditetapkan da'lam__:"::-:__

perencanaan strategis Dengan demiklaﬂ tanpa mdlkator klnerja sulit bagﬁf._:'_* g

'k:ta untuk memlan kmerja (keberhasn!an atau ketidakberhasﬂan)kebxjaka" f i

| organlsaSIPo!ﬂ / umt keqa pelaksanaﬂya

Membuat “rencana klner;a" beram_"membuat rencana menge

m'-'-:-f:"".outcome yang akan dlhasukan oleh orgamsaSI Rencana yang hanya_"ﬁf.'ﬁz-

' berfokus mengenal penggunaan input pemliihan keglatan dan oufput yang |
':-akan dibuat, baru merupakan "rencana. kerja", belum disebut berklnex]a“._}
R sebelum dapat menunjukkan keberhasﬂan pencapazan outcome-nya
o Namun demlklan outcome mungkin baru blsa dlcapal seteiah beberapa‘_gf

__'_tahun kemudian Sehmgga organisasi Polri mungksn baru benar-benar basa e

menunjukkan keberhasilan kinerjanya setelah beberapa tahun kemud;an
'Untuk hal seperti ini, organisasi Polri harus mampu menunjukkan hubungan |
: antara output-output dan aktivitas yang tefah dikerjakan setiap tahunnya E
~'dengan kinerja yang baru akan diperoleh di masa yang akan datang :
Kapan kinerja tersebut dapat dicapai juga sudah harus direncanakan sejak _
awal. Apabila hal tersebut telah dipenuhi, organisasi Polri tersebut telah
dapat menyatakan output dan kegiatan tahunannya sebagai klnerja_

sementara dalam rangka mencapai kinetja sesungguhnya beberapa tahun' :

kemudian.

_Perlu dibedakan apa yang akan dihasilkan (kinerja) dengan apa yang
akan dikerjakan (aktivitas) atau apa vyang akan dibuat {oufput).
Misal: "Terselenggaranya sosiaiisas mengenai peraturan perundang-
undangan" merupakan aktivitas kegiatan sosialisasi yang sering dianggap _
- sudahmerupakan kinerja. ‘Seharusnya apa yang dihasilkan dari adanya
sosialisasi tersebut yang dinyatakan sebagal kinera. "Tersusunnya
pberaiuran perundang-undangar’” merupakan oufput yang sering dianggap
sebagai kinerja. Seharusnya perubahan apa yang akan terjadi dengan
adanya oufpuf tersebut yang direncanakan sebagai kinerja. Kinerja bukan
juga merupakan sesuatu yang 'disediakan' atau ‘dibeli, misalnya
"Tersedianya seperangkat komputer / kendaraan, tetapi apa yang
dihasilkan dari adanya seperangkat komputer kendaraan tersebut yang

dijadikan.....




o _'f_dgad;kan sebagat kznerja apakah 3angka waktu yang penyeiesalan_'

B.

_':_}:'_f_merupakan alat yang - dapat mem

j 'pekerjaan jadz ieb;h cepat dfi

Hal yang periu d:bedakan ;uga ada!ah antara kmeqa yang akan duuk r

_' _-"-.dengan md;ka‘tor kmer;a yang akan digunakan untuk mengukur Apab:la
i '_.‘_"k:nena menyatakan mengenaz sua‘tu

____an": gambaran atau pensialanf}"

= ':-Z"."fmengenai kondnsn tersebut. Mlsa! "Menmgkatnya d’S‘P"“ anggota Poli *

- mempakan contoh kmer]a yang akan d!UkUE‘ yang sermg dlanggap
| merupakan md:kator kmerja !ndlkator yang seharusnya digunakan adaiah N
'-.mdkator yang dapat menggambarkan mengenai dfs;phn yang menlngkat_
-'mlsalnya "lumlah anggota yang mendapatkan hukuman disipiin "atau"..
_fata-rata hari kehadiran anggota dalam satu tahun”, "Meningkatnya kual:tas' '

pelayanan" merupakan contoh lain kinerja yang akan diukur yang ;uga-
senng dtanggap sebagai indikator kinerja. Seharusnya digunakan mdlkatcr..

yang dapat menggambarkan kualitas pelayanan yang meningkat, mlsalnya. .

“jumilah kompiam" atau "persentase komplain vang dapat diselesaikan".

Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja

1.

Syarat-syarat dalam menentukan indikator Kinerja:

a. relevan; indikator kinerja harus berhubungan dengan apa yang
diukurdan secara objektif dapat digunakan untuk pengambilan
keputusan atau kesimpulan tentang pencapaian apa yang diukur;

b.  penting/menjadi prioritas dan harus berguna untuk menunjukkan

keberhasilan, kemajuan, atau pencapaian (accompl:shment)
¢.  efektif dan layak; datafinformasi yang berkaitan dengan indikator
--kinerja-yang- bersangkutan dapat’ dikumpulkan, diolah, dan dianalisis
dengan biaya yang layak.

Kriteria Indikator Kinerja:

Indikator kinerja 'yang baik dan cukup n%emadai, setidak-tidaknya
memenuhi kriteria yang terdiri dari:

a. spesifik;
b.  dapat dicapai:
C.  relevan;

d. menggambarkan.....

ondisi, ‘maka. "mdakator klnena‘f';-’----



: d, | menggambarkan sesuatu yang dtukur dan .
'_ .'e.'.j dapatdnkuant;fkasg dan diukur. ey

o _3_"5_tepat tentang’ hasul atau ca

ER - pulau terluar berpenghun: dan berpenduduk

Spesaf‘ & mdzkator klnerja harus sesual dengan program dan a'i:au.*: =

) kegiatan sehingga mudah -'idipahamz dalam membenk niilnformaSI yang_ff{f :

ia 'kgner;a dan keglatan

o ;"."':'::-Mlsalnya Sasaran' 'tergelamya pengamanan w:iaya __Perbatasan ciars pu. :

o "-"_Jumlah gangguan kamtlbmas berkadar tmggt yang dapat ditanganl daiam__.'-
_.-_-_'_tahunxm@h Polsek Y. R
a - kasus penyelundupan manus:a yang dapat dlungkap l dlseiesalkan?-_“
~'padatahun X oleh Possekv SRS )
~b.  kelompok masyarakat (FKPM) yang - membantu Polri daiami-_ -
_ meﬂangguiangf gangguan kamiibmas. o
'adalah dapat d:kategonkan spesn‘" k untuk mdlkator yang pertama dapat_ |
| 'dzjadlkan alat ukur yaitu dengan memband:ngkan jumlah kasus_.
'penyelundupan manusia yang dapat diungkap dtbandmgkan dengan jumlah
gangguan yang dalaporkan pada tahun X, indikator yang kedua dapat
duadrkan alat ukur yaitu dengan menghitung persentase kelompok
masyarakat (FKPM) dibandingkan dengan jumiah penduduk setempat.

~Dapat dicapai, indikator kinerja yang dltetapkan_ harus menanta_h_g' :
namun bukan hal yang mustahil untuk dicapai dan dalam kendali organisasi
Polri. Jadi dalam menetapkan suatu indikator kinerja perlu dipikirkan juga
bagaimana nanti untuk mengumpulkan data Kinetrjanya, apakah masfh
dalam kendali organisasi Polri yang bersangkutan atau tidak dan tidak ada
ambiguitas atas data apa yang akan dikumpulkan untuk suatu mdikator
' Sebagai contoh, mengurangz ‘tingkat kecelakaan merupakan hal yang
realiatls namun tidak mungkin untuk menghilangkannya samasekal.

Relevan, suatu indikator kinerja harus dapat mengukur sedekat
mungkin dengan hasil yang akan diukur. Indikafor kinerja tidak seharusnya
dikaitkan pada tingkat yang lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan
dengan hasil yang diukur. Misalnya, "jumiah kecelakaan lalu lintas menurun
karena meningkatnya kegiatan Turjawali adalah ukuran langsung dari suatu
hasil, tetapi "Jumlah personel lantas yang telah mengikuti pendidikan
kejuruan lalu lintas " bukanlah ukuran langsung dari suatu hasil.

Menggambarkan.....




_-_Indlkator tersebut harus mempunyal satu dimenm dan tepat secara.
____-'operasmnai Mempunyal satu dlmens_:_amnya bahwa mdlkator hany
_"';-mengukur satu fenomena seteap saat Hmdan urituk menggabungka

Menggambarkan sesuaw yang d:ukua', .indikator yang. bazkl; f_:;
'merupakan ukuran dari suatu keberhasuan Harus ierdapat kesepakatan_

. _.__..entang mterpretasu terhadap hasil yang akan dzgunakan sebagal ukuran :

o s'terlalu banyak fenomena daiam satu mdzkator Tepat secara operaszon'ai_;
B -art:nya tidak ada amb|gu1tas atas data ‘apa yang akan dikumpulkan untuk.'?_"?- g

| N __suatu iindikator. Mlsalnya "Menurunnya angka kelahatan . pencunan;
| .'pemberatan di Polres X adaiah masuh argumentatlf tetapi menurunnyaf
- '_angka kejahatan pencunan pemberatan sebesar 7 % di Polres X adaiah B
~suatu yang tepat secara operasional. "..Te_p_at secara operasional juga__--_'---‘

ariinya tidak ada ambiguités atas data apa yang akan dikumpulkan untuk - B

suatu indikator.

Sebagai suatu kelompok, indikator kinerja dan indikator-indikator

pendukungnya seharusnya secara cukup mampu mengukur hasil.

Pertanyaan yang sering dilontarkan adalah: "Berapa indikator kinerja yang

harus digunakan untuk mengukur suatu hasit?" Jawabannya tergantung

pada:

a. kompleksitas hasil yang akan diukur;

b.  sumber daya yang tersedia untuk memonitor kinerja, dan

c. jumiah informasi yang dipertukan untuk membuat Keputusan vang
memadai,
Untuk hasil-hasil yang langsung dan mempunyai pengukuran yang

benar dan terbukti, satu indikator saja sudah cukup Mlsainya apabila hasil

vang ditentukan untuk d:sepakatl adalah "penmgkataﬂ penyeiesalan kasus

tindak pidana umum” indikaiornya persentase penyelesaian kasus tindak
pidana umum sesuai SOP.

Apabila dengan satu indikator saja ternyata tidak cukup atau apabila
ada manfaat yang dihasilkean dari pengukuran terhadap beberapa sudut
(triangulation), maka dua atau lebih indikator mungkin diperfukan. Namun
hindari terlalu banyak indikator. Dapatkan keseimbangan antara sumber
daya yang tersedia untuk pengukuran Kinetja dan jumlah informasi yang
diperlukan manajer untuk membuat keputusan yang memadai,

Dapat.....




C.

Dapat dikuantifikasi dan d:ukur indikator dalam angka (jumlah atau:_'-f_ :
persen'tase nilai  dolar, i‘onase dsb) atau dapai diukur untuk dapat-’:__-'-

d;tenwkan kapan dapat dlcapal Sedangkan Indikator kuahtatlf adaiahf,i_f'

| _lndlkator yang bersn‘at pengamatan desknp’uf {(pendapat ahli atas:“'-
= suatukekuatan organrsasn Polri ai:au penjeiasan mengenaa suatu pen!aku_)' S

_ Meskmun mdlkator kuantstatzf tidak !ebih objektn‘ ketepatan angkanya}{i

Zmemungkmkan kesepakatan atas data mengena: hasil dan biasanya ieb:h..-"f"
'd:sukaz Namun, meskipun indikator kuantitatif yang efektif dlgunakan
‘indikator - kualitatif dapat mendukung angka dan persentase denganf:l
kekayaan vang dimiliki informasi yang menghidupkan hasil program'
Indikator kinerja yang bersifat kuantitatif akan lebih mudah diukur

- dibandingkan indikator kinerja yang bersifat kualitatif. Indikator yang bersifat

kuantitatif atau dapat dikuantifikasi akan lebih mudah mengumpulkan
datanya, menghitung capaian indikator, mengamatl perkembangan dan
evaluasinya.

Contoh:

a. indeks Kemampuan Penyidik Bareskrim Polri, yaitu angka rata-rata
kualitas kemampuan penyidik Reserse.

b. perkembangan Jumlah Personel di Polres X setiap tahunnya, yaitu
persentase jumlah Personel Polres X setiap tahunnya.

Tipe dan Jenis Indikator Kinerja
1. Tipe Indikator Kinerja:
Berdasarkan tipenya, indikator kinerja dapat dibagi menjadi:
- a.kualitatif, menggunakan skala (misal: baik, cukup, kurang);

b.  kuantitatif absolut: menggunakan angka absolut (misal: 30 orang,
80unit);

C.  persentase: menggunakan perbandingan- angka absolut dari yang
diukur dengan populasinya (misal: 50%, 100%);

d.  rasio: membandingkan angka absolut dengan angka absolut lain yang
terkait (misal: rasio jumlah guru dibandingkan jumlah murid);

e. rata-rata.....
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. rala-rata: angka rata-rata dan suatu populasu atau total ke;ad:an‘f-
(misal: rata-rata biaya peiatlhan per peserta dalam suatu dikiat);

f. mdeks angka patokan dari beberapa varsabei ke}adlan berdasarkan'f -
suatu rumus tertentu (mlsa! andeks harga saham mde:kg_'}:,
.'._pembangunan manussa) | SR e

9, rJems !ndlkator Kmeqa

Untuk tu;uan anahs:s dan perencanaan mdlkator Kinerja juga dapat'
d|k£a3|f kasxkan ke dalam beberapa jenis, seperti: =

a. indikator inpuf; o
gambaran mengenai sumber daya 'yang digunakan untuk
menghasilkan outout dan outcome (kuantitas, kualitas, dan
kehematan);

b. indikator Process;
gambaran mengenai langkah-langkah vang dilaksanakan dalam
menghasilkan barang atau jasa (frekuensi proses, ketaatan terhadap
jadwald an ketaatan terhadap ketentuan/standar);

¢. indikator Qufput;
gambaran mengenai oufput dalam bentuk barang atau jasa
yangdihasilkan dari suatu kegiatan (kuantitas, kualitas, dan efisiensi);

d. indikator Outcome;
gambaran mengenai hasil aktual atau yang diharapkan dari barang
atau jasa yang dihasilkan (peningkatan kuantitas, perbaikan proses,
peningkatan efisiensi, peningkatan kualitas, perubahan perilaku,
peningkatan efektivitas, dan peningkatan pendapatan);

e. indikator Dampak;
gambaran mengenal akibat langsung atau tidak langsung dari
tercapainya tujuan. Indikator dampak adalah indikator outcome pada
tingkat yanglebih tinggi hingga ultimate.

D. Penggunaan Indikator Kinerja

Seiring dengan gelombang menuju kepemerintahan vang baik (good
governance) organisasi Polri diwajibkan uniuk memenuhi kinerja yang telah
dijanjikan dan memberikan bukii mengenai pemenuhan janii tersebut. Kinerja

yang dijanjikan.....
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yang dijanjikan harus diukur apakah benar—benar telah dipenuhi. Un‘tuk'_-'

mengukur kinerja digunakan alat ukur yang dalam buku ini disebut dengan

;klnerja akan membenkan mfon'nasa mengenaz k:nerja suatu organlsaSi Polri atau;-'_. .
-seseorang apakah dia berhasﬂ atau gagal ba:k atau tidak baik, sesuaz keteniuan

o mdzkator Kinerja. ﬁnd:kator kune{]a akan membenkan gambaran mengenai apakah'_' -
organisasi Polri berhasil atau gagal memenuh: Janjmya Lebih jauh iagi mdikator'

.atau tidak dan sebagamya Dengan adanya mel‘maSl tersebut organtsaSI dapa{

membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagaian'

mempertahankan keberhasilan, dan meningkatkan kinerjanya di masa yang

akan datang.

Secara umum indikator kinerja memiliki beberapa fungsi, sebagai berikut:

1.

memperjelas tentang apa, berapa dan bagaimana kemajuan pelaksanaan
kegiatan / program dan kebijakan orgnisasi;

menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait untuk
menghindari kesalahan interpretasi selama pelaksanaan
kebijakan/program/kegiatan dan dalam menilai Kinerjanya temasuk kinerja
organisasi Polri yang melaksanakannya;

membangun dasar bagi pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja
organisasi unit kerja.

BABIIL.....




BAB mo
PENETAPAN END%KATOR KENERJA UTAMA

. Tu;uan Penetapan End;ka-.or Kmerja Utama B

" _.':-f'_}jmenmgkatkan akuntabilftas kmerja orgamsaSi Poin maka setsap satuan ker}é d:

Dalam rangka pengukuran dan penmgkatan kmerja ‘serta mbh_”-_-_

- ”"hngkungan Poln Wajlb menetapkan lndlkator Klneqa Utama (IKU)

o yéng menjadl kmeqa utama dan organlsasu POIH Kmer;a utama darz orgamsas:'. :
Polri adaiah hal utama apa yang akan d;wu;udkan oleh organisasi Polr, atau_'
' 'untuk mewu;udkan apa orgamsasa Polri akan dlbentuk yang menjadi core'__
"'areal/busmess dan teruang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama

organlsasa Polri.

Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran“
strategis organisasi Polri, sehingga IKU (Key Performance Indikator) adaiah.
merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis
organisasi Polri. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan
dari organisasi Polri yang bersangkutan.

1. Tujuan Penggunaan indikator Kinerja Utama;

Tujuan dari ditetapkannya Indikator Kinerja Utama bagi setiap organisasi
Polri adalah:
a. untuk memperoleh informasi Kinerja yang penting dan diperlukan
dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik: dan
b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu fujuan
o dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan
kinerja dan peningkatan akuntabilitas kin erja.

2. Dengan ditetapkannya indikator kinerja utama, organisasi Polri dapat
menggunakannya untuk beberapa dokumen, antara Lain:

Perencanaan Jangka Menengah;
Perencanaan Tahunari;
Perencanaan Anggaran;

o p o oo

Penyusunan Dokumen Penetapan Kineija;
e. pengukuran....




Fae o

i Dalam penyusunan perencanaan jangka menengah sepert: Rencana

S F’engukuran Kmerja
- Pelaporan Akuntabihtas Kmerja

__;_Evaiuas: Ksnerja instansn Pemermtah dan i
-_Pemantauan dan Pengendaltan K:ner}a Pelaksanaan Program dan,i*f.}:f-- .
'-'Keglatan-Keglatan ' SRS} ' o

Strategls (Renstra) Rencana Ker]a (Rema) maka EKH (lndlkator Klner_ga'z-";'{r:-:"-
o Utama) ini akan d;gunakan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan =
"-:':__pelaksanaan dokumen perencanaan tersebut Daiam berbagal iiteratur?'in_*‘- _
" 'selaiu disebutkan bahwa km‘ena dokumen peremcanaan yang baik adaiahf"'

* jika dokumen tersebut dapat dievaluasi sejauh mana keberhas:iannya

Evaluasi keberhasilan tersebut hanya dapat dilakukan jika dalam dokumen *
perencanaan telah dllengkapi dengan seperangkat indikator klnerja yang -
'akan mengukur capaian peiaksanaan perencanaan, '

Dalam perencanaan kinerja tahunan atau Renja, maka IKU ini akan

‘menjadi pemandu dalam menentukan program dan kegiatan yang akan =

dilaksanakan pada suatu tahun tertentu. Dengan demikian setiap tahunnya,
organisasi Polri harus merencanakan program dan kegiatan sesuai dengan
ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan. Sefanjutnya program dan . |
kegiatan yang telah direncanakan tersebut yang harus diajukan usulan'_'-
anggarannya dalam dokumen RKA K/L. Dengan pendekatan ini maka akan
diperoleh beberapa manfaat, yaitu:

a.  program dan kegiatan yang dilaksanakan organisasi Polii akan terkait
langsung dengan ukuran keberhasilan organisasi Polri tersebut yang
merupakan penjabaran dari tugas dan fungsi organisasi Polri;

b terdapat keselarasan antara indikator kinerja kegiatan dengan KU
organisas! Polri yang bersangkutan;

€. anggaran hanya dipergunakan uniuk program dan kegiatan vang
memang akan mendukung keberhasilan organisasi Polri dalam upaya
pelaksanaan tugas dan fungsi.

Setelah pelaksanaan program dan kegiatan, maka dilakukan
pengukuran berdasarkan IKU yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran ini
selanjutnya dituangkan dalam laporan kinerja organisasi Polri serta sebagai

dasar.....




'-&angkah Eangkah Penetapan Indnkator Kmerja Utama a

: penyanngan vang bemlang-ulang, kv.ja sama dan pengembangan Konsen' __ s
' E'?’ser‘ta pem:k:ran yang hatx~ha‘tl Penetapannya wa}ib menggunakan prmsnp-pnnsup;_,

dasar pelaksanaan evaluas& kinena untuk mewujudkan perbaikan k:nerjafr
secara berkesmambungan w ' i

Dalam menentukan HKU memeriukan suatu proses !angsung yang mehpuhf:;_ -

:-'kehatl-hatlan kecermatan keterbukaan dan transparansz ‘guna menghasﬁkan‘_'f
"_mformaw kmeqa yang handal.

1 -'-_-ta_taran !ndika_tor Kinerja_ U_tama:

KU pada imgkungan orgamsasz Polri disusun dengan ‘tataran sebagai_.
_berikut:

:a. pada tingkat organisasi Polri menggunakan indikator has?l (outcom.é')_
sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi; :
b. pada Saiuan Kerja setingkat eselon | menggunakan indikator haéj!é
(outcome) program dan atau keluaran (oufput) yang setingkat lebih
tinggi dari keluaran (output) unit kerja di bawahnya;
C. pada Satuan Kerja atau setingkat eselon Ii sekurang-kurangnya
menggunakan indikator keluaran (output);
2. langkah-langkah penetapan Indikator Kinerja Utama
Dengan memperhatikan persyaratan dan kriteria indikator kKinerja, maka
fangkah - langkah yang umum dalam penentuan IKU organisasi Polri dapat
dijelaskan melalui gambar berikut -

Fokus KU

Kriteria. ..




Rincian langkah - langkah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

a.

tahap pertama: klarifikasi apa yang menjadi kinerja utama, permyataan

hasil (result statement) atau tujuan /sasaran yang ingin dicapai. _

Suatu indikator kinerja yang baik, diawali dengan suatu pemyataan

hasil yang dapat dimengerii atau dipahami orang banyak. Untuk dapat

menghasilkan  pernyataan  hasil yang baik dan dapat

dimengerti/dipahami orang banyak, perlu diperhatikan hal-hat sebagai

perikut; |

1)  secara hati-hati tentukan hasil yang akan dicapai;

2)  hindari pemnyataan hasil yang terlaly luas / makro;

3) pastikan jenis perubahan yang dimaksudkan;

4) pastikan dimana perubahan akan terjadi;

5} identifikasikan target khusus perubahan dengan lebih cepat;

6) pelajari kegiatan dan  strategi -yang - diarahkan - dalam
mengupayakan perubahan.

Dicontohkan :Program Harkamtibmas

Pernyataan hasil (Resuit Statement) adalah: tergelarmnya pengamanan

wilayah perbatasan dan pulau - pu!au" terluar berpenghuni dan

berpenduduk, adapun fujuan / sasaran vang ingin dicapai adalah

terpeliharanya keamanan dan ketertiban di wilayah perbatasan dan

pulau - pulau terluar berpenghuni dan berpenduduk.

b. tahap kedua.....




S "'_-;-dlgunakan

s '_Terdapat beberapa jenss mdskator kmer;a yang dapai digunakan untuk;" B

o 'r--_':-;.-.:mengukur suatu outcome namun dan mdlkator -mdskator kfn:' ia

| ____-:'_::_-_:.;tersebut bsasanya han a:j;;_ beberapa mdlkator saja yang “dapat
"-f:_'.':'-.?':'dlgunakan dengan tepat S S ._ - =
B _:'_':_-E-Daftar awal zndikator klnex]a ml dlsusun setelah meng;dentn" kaszkan’f"‘
* kebutuhan- kebutuhan akan mformas; kmerja dan kewajlban-kewajlban;f.

' "--:--':'pelaporan akuntablhtas dengan memperhatikan haiwhal yang"_'.;"'

. _-.:tahap kedua menyusun daﬁar awai IKU yang mungkm dapair.;..:__

o dluralkan da daiam kerangka kena penyusunan mdikator kinerja d;
' '-atas Proses |dentn'" kasz dapat dlmuiai dari ‘hal-hal yang terkecnl
o -mtsa!nya pada tingkat keglatan Penyusunan daftar awal mdlka‘tor:'
Kinerja ini pahng tidak sudah dapat menyebut nama _atau 1udu|__'
_indikator dan untuk apa indikator itu d:perlukan (rasional, atau alasan
“mengapa diperlukan). '

Dalam menyusun daftar awal indikator kinerja, perlu dilakukan hal-hal
sebagai berikut:

‘I)\ brainstorming internal oleh tim perumus;

2}  konsultasi dengan para ahli di bidang yang sedang dibahas; dan :_-

3) menggunakan pengalaman pihak lain dengan kegiatan yang
sama atau sejenis.

Contoh : daftar awal indikator kinerja ya'ng disusun untuk tercapainya
hasil yang diharapkan (outcome) adalah:

1) persentase penjegaan, pengawalan dan pairoli perbatasan - -
daeran;

2) persentase penjagaan pengawalan dan patroli pengamanan di
wilayah perbatasan perairan:

3) persentase pengamanan di pu!au-puléu terluar berpenghuni dan
berpenduduk (khusus Selat Maiaka);

4) persentase gangguan keamanan yang berkadar tinggi di daersh
perbatasan dan pulau-pulau terluar vang dapat diatasi;

5) jumlah.....
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5) ;umlah persone! yang ditempatkan d| Poisek-po_lsek Wliayah
perbatasan S S e

8} f-persentase keiompok masyarakat yang akut berparhsrpasy

menjaga kamtlbmas dan wniayah perbatasan dan pulau teriua '
.7 jumlah sarana dan prasarana yang tersedsa Po!s-ﬁ
"'-"'..__-Polsubsektor SRR o .

8 persentase gangguan keamanan khususnya kejaha'tfa'n-
konvensmnal yang dapatdltanganlldiselesaikan R

- tahap ketlga melakukan pemfalan setlap iKU yang terdapat dalam
daftar awal indikator klnei]a

Setelah berhasil membuat daftar awal iKU, langkah se!anjumya
adalah melakukan evaluasi setiap indikator yang tercantum dalam
daftar awal indikator kKinerfa.  Evaluasi dilakukan dengan
membandingkan setiap indikator kinerja dalam daftar dengan
Kriterianya.

Dengan skaia yang sederhana, misalnya satu sampai inma-
sefiap indikator kinerja yang dievaluasi dapat ditetapkan nilainya.
Pemberian nilai ini akan memberikan pemahaman yang menyeiu_ruh_
terhadap kepentingan masing-masing indikator yang dievaluasi dan.
membantu proses pemilihan indikator yang paling tepat. Pendekatan
dengan metode ini harus diterapkan secara fleksibel dan dengan

pertimbangan yang matang, karena setiap kriteria tidak memiliki bobot

vang sama.

persentase penjagaan, pengawalan dan patroli 5
perbatasan daergh.

2 perseniase penjagaan pengawalan dan patrofi 5
pengamanan di wilayah perbatasan perairan.

3 persentase pengamanan di pulau—pu!au. terluar 4
berpenghuni dan berpenduduk (khusus Selat
Malaka)

4 perseniase  gangguan  keamanan vang 4

berkadar tinggi di daerah perbatasan dan

pulau-pulau terluar yang dapat diatasi.

9. jumlah.....



[

]umla “personel yang dztempatkan d; Polsek‘

polsek wilayah perbaiasan ' _

6 persentase kelompok masyarakat yang skut 2

berpamsmasu men}aga kamtlbmas dan wuayah

perbatasan dar: pu!au ter!uar . ' »

7 : jumiah sarana dan prasarana yang tersedaa .3
h Po[sek dan Posubsektor R

8 persentase ‘gangguan keamanan khususnya 3
kejahatan konvensional yang dapat ditangani /

- diselesaikan.

tahap keempat: memilih IKU.

Tahap akhir dari proses ini adalah memilih IKU. Indikator-
indikator kinerja tersebut, harus dlsusun dalam suatu set mdikator
yang optimal yang dapat memenuhi kebutuhan manajemen, ya[tu_
informasi yang berguna dengan biaya yang wajar. Dalam pemilihan ini
harus selektif, pilihlah indikator kinerja yang dapat mewakili dimensi

yang paling mendasar dan penting dari setiap tujuan / sasaran.
Contoh:

Sasaran: tergelarnya pengamanan wilayah perbatasan dan
pulau-pulau terluar berpenghuni daﬁ berpenduduk._

Pemeliharaan | a persentase penjagaan, pengawalan | Indikator satu (1)

keamanan . .
dan ketertiban dan patroli perbatasan daerah sampai dengan lima

masyarakat. (5) merupakan satu set

b. persentase penjagaan pengawalan

dan patroli pengamanan di wilayan | INdikator kinerja untuk

perbatasan perairan mengukur keberhasiian

C. persentase pengamanan di pulay- | Program tsb.

pulau terluar berpenghuni dan
berpanduduk {khusus Seiat
Malaka)

d. persentase gangguan Keamanan
yang berkadar tinggi di daerah
perbatasan  dan  pulau-pulau
terluar yang dapat diatasi.

Kerangka.....
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.ZKe;fai_)gka :ke_a"j_a._ periyus'uﬁa'n_'_éepe_ra_ng;kat KU - mempakan
keseluruhan pola tindak mulai dari ‘identifikasi dan pengumpulan

 oclumleh indikator pac dattar awel (1) yang diusulkan sempei pada

. penleien, sloks pemifhen, penetuan pomian, penetapan roa
L _da,'?-.'Peds_.f%r.giééiéésiah_f;b.éﬁ_era'pja_;r.jujny_la;;;xer_aggka_;geﬁr;a_;sna___me_mg;féségﬁ -.
L tdpdmgdpmnkamyg |
*baik delam proses i, Untuk membantu penyusunan IKU ini dapat

digunakan_ formulir yang dilampirkan pada pedoman ini. D.é._iém

- penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Polr ada

3 tingkatan,yaitu_:

1) Tingkat Satuan Kerja (Satker) pada tingkatan Eselon |l;
2) Tingkat Satuan kefja pada Fungsi setingkat Eselon |;

3) Tingkat Organisasi Polri.

Indikator Kinerja Utama yang menentukan untuk mengukur
keberhasilan pada masing - masing tingkatan semestinya berbeda -
beda. Indikator kinerja di tingkat satuan kerja lebih banyak untuk
mengukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan atau subkegiatan.
Sedangkan pada tingkat unit organisasi (eselon i) mestinya indikator -
indikator yang digunakan untuk mengukur kegiatan, subprogram dan
program. Sedangkan indikator Yang digunakan untuk mengukur
keberhasilan di tingkat organisasi Polri adalah indikator-indikator yang
digunakan untuk mengukur berbagai keberhasilan pelaksanaan
program-program dan pelaksanaan tanggung jawab lainnya sesuai
dengan peraturan perundangan yang berlaky. |

HIRARKI.....



1] Eseoni = |

Osgarisasi Poli | —»-

ESELONTl | -

| '-H’iﬁ.}RARKI,ﬂiKu

E%J ) . ! L
55 o '{ermptanya Kamt!bcar |
s Lantas Yang kondus:f S
§§ 51 Menu_tjunnya Jumlah Titik Jumlah angka kecefakaan la!u :
Sl R : pengemud1 S
%g Jum!.ah'i’.erséhe;. 1 4 I ; T I . l
= g : Jumizh Patroli yang Jumiah Pelanggaran Jumiah
x° yang ditempatkan dilaksanakan lalu fintas Ranmor R2 Pelanggaran
dititk kerpacetar_! _ dengan Ranmer R4 dan R4 yang tidak Pengemudi
- lalslintas T dan R2 tiempunyal SIM kendaraan R2

Dari Penjelasan Gambar tersebut di atas maka dapat dqelaskan
bahwa di !ingkungan organisasi Polri mempunyai karakteristik khusus
yang tentunya berbeda dengan K/L lainnya, oleh karenannya dalam
hierarki IKU dikelompokkan sebagai berikut;

1) Organisasi Polri menghasilkan indikator Kinerja Oufcome;

2) Eseloni : tingkat Kaba, Asisten, Kapolda, Kadiv, Kakor,
Kalemdikpol, ' Gubernur lembaga pendidikan
menghasilkan Indikator Kinerja Oufcome dan atau
Oufput,

3) Eselonl : Satker Bintang Satu, Kombes dan AKBP
yang menjabat kesatuan kewilayahan
menghasilkan sekurang - kurangnya Indikator
Kmerja Oufpuf

c. P ﬁabatan Sfakeholder dan Penerapan !ndaka‘éor Kinerja Utama.

1. pelibatan Stakeholder

Dalam menilai kinen?a dalam lingkungan organisasi Polri sermgkah

terdapat perbedaan persepsi keberhasilan antara yang ada “di dalam

organisasi tersebut dengan pihak vang ada “di luar organisasi Polri.

Perbedaan tersebut biasanya terkait dengan adanya kesenjangan antara

realitas capaian organisasi sangat berbeda dengan kinetjia yang

diharapkan akan diwujudkan oleh organisasi tersebut.

Untuk.....
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Uniuk mempersempit kesenjangan yang ada tersebut maka pehbatan
berbagal pihak yang terkait dengan organisasi POIH periu dzlakukan

.. Pelibatan para . stakeholder ini tentunya tsdak dimaksudkan umuk"-

melakukan sosialisasi terhadap tugas dan fungsn organisasi Polri ataupun

;sekedar memenuhi harapan stakeholder semata namun yang lebih pentmg
f*_adaiah menyatukan -persepsi tentang apa yang patut menjadi ukuran_’."
'ikmei]a organisasi. Dengan pelibatan ini, maka dzharapkan dapat terwu;ud _

suatu kesepakatan tentang apa yang diharapkan oleh para sfakeholder
terhadap organisasi Polri serta ukuran kinerja yang mungkin dapat
direalisasikan oleh organisasi Palri.

Agar diperoleh hasil yang optimal dalam pelibatan stakeholder ir'ji,
maka harus dilakukan pemilihan terhadap pihak - pihak yang selama ini
dianggap mempengaruhi organisasi Polri maupun pihak~pihak yang akan
menerima perubahan atas Kinerja organisasi Polri. Pihak yang
mempengaruhi satuan kerja di lingkungan Polri adalah satuan kerja yang
lebih tinggi atau atasan dari satuan kerja tersebut, atau :nstans; yang terkait
dengan produk yang dihasilkan seria instansi yang menge!uarkan regulasi
terkait dengan instansi tersebut.

Adapun pihak yang akan menerima atas Kinerja organisasi Polri
adalah masyarakat yang menjadi target grup dari organisasi Polri, dengan
demikian perlu dilakukan Upaya pemilahan untuk menentukan siapa target
grup yang akan dilibatkan. Pertimbangan utama yang di dalam pemilahan
ini adalah keterwakilan berbagai unsur target grup tersebut, beberapa
contoh target grup yang dapat dilibatkan adalah:

a. dalam urusan pendidikan, maka pihak yang dapat dilibatkan adalah’
satker pendidikan di lingkungan Polri, perguruan tinggi dan lain - lain;

b.  bidang Reserse antara jain pengacara / advocat LSM, pengamat, ahli
kriminologi dan perguruan tinggi.

Penerapan Indikator Kinerja Utama

a. pelaksanaan penetapan indikator Kinerja Utama di Tingkat Organisasi
~oli.

Pada.....




Pada _ organisasi Pofn _pelaksanaan  seperangkat IKU
berdasarkan tataran orgamsaSi dan tanggung jawab masing - masmg'-.

. _satuan Kerja. Peiaksanaan penentuan seperangkat mdzkator kaneqa_'_”'

di tiap tingkatan organtsasu Polri sangat berguna untuk tuguan'j ':

'_pengukuran kmei]a atau pengukuran tlngkat keberhasalan sa_' :
'_"kerja (satker) Seperangkat lndlkator klnerja yang dlgunakan un_u______';'-.
-'mengukur kmez]a satuan ket]a tentu berbeda dengan seperangkat'. |
llndkator kinerja yang d:gunakan untuk mengukur kinerja Satker,'
di atasnya Demikian pula seperangkat indikator kinerja di tmgkat '
organisasi Polri akan berbeda dengan di tingkat eselon 1 ataupun d: _
tingkat eselon Il |

Oleh karena itu, dalam penentuan indikator kinerja ini tugas'
fungsi dan kewenangan serta peran yang dibebankan pada satuan
kerja Polri menjadi perhatian utama. Untuk mengukur keberhasﬂan
pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan dan peran ini d:peﬂukan
indikator-indikator yang sesuai dengan tanggung jawab dalam
melaksanaan tugas, fungsi, peran dan kewenangan itu.

Dapat dijelaskan bahwa indikator Kinerja Utama (IKU) di tingkat
organisasi Polri tidak sama dengan Indikator Kinerja Utama (iKU)_
di Satuan Kerja di tingkat Eselon I, Indikator Kinerja Utama (IKL)
di tingkat Eselon | fentunya tidak akan sama dengan seperangkat
indikator Kinerja Utama (IKU} di tingkat Eselon il

aplikasi / prakiik penyusunan perencanaan.

~ Perencanaan jangka menengah vang disusun oleh satuan kerja
di lingkungan Polri baik di tingkat pusat maupun kewilayahan adalah
penyusunan dokumen perencanaan strategis (Renstra) sebagaimana
tercantum pada pasal 6 {1) Uﬂdang~Und§ng Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang harus
disusun sesuai dengan RPJM Nasional. Kemudian pada perencanaan
tahunan di lingkungan Polri dengan penyusunan Rencana Kerja
(Renja) berpedoman pada Renstra Poiri.

Dari hasil.....
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Dari hasil laporan dan evaiuaSI seiuruh satuan kerja baik dril

tingkat pusat maupun - di kewdayahan di Imgkungan Polri sudah'_"

: -menggunakan pendekatan: yang dikehendaku oleh pasa§ 3 Undang?f'
Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang Undang Nomor 17 Tahun'-:t'
' 2003 dan Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 yaitu ;Jeayusunan:{ .
."'pmgram dan kegfatan yang disusun dengan berbas;s kmer]a
: 'kerangka pengeluaran jangka menengah dan penganggaran terpadu

Tetapi dalam pelaksanaannya tata cara perencanaan, prinsip- pnns;p._

perencanaan dan penganggaran vang berbas:s kinerja belumiah"

diterapkan secara konsisten.

1) penentuan indikator kinerja pada penyusunan Renstra.

2)

Masih terdapat satuan kerja di lingkungan Polri yang belum
menentukan indikator indikator yang terkait dengan sasaran
pembangunan nasional di RPJM dan penjabarannya pada
Renstra. Target target (kwanfitatif) lima tahun ke depan belum
banyak mencant'umkan secara resmi di dalam dokumen
Renstra, hal ini disebabkan tidak ada ketentuan yang secara
tegas mengharuskan  kementerian / lembaga yang
mencantumkannya secara exblicit.

Bila satuan kerja sudah menerapkan sistem AKIP
(Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) secara baik dan
menetapkan atau menentukan indikator-indikator yang berkaitan
dengan pencapaian sasaran organisasi yang pada akhimya
akan bisa mencapai tujuan organisasi yang diinginkan.

Agar supaya perencanaan berbasiskan kinerja dan Enenjadi.
lebih terukur hendaknya di dalam Renstra semestinya sudah
ditentukan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur
kemajuan dan keberhasilan organisasi Polri:

penentuan Indikator Kinerja Utama pada Penyusunan RKA-KL.

Pada proses penyusunan RKA-KL penentuan indikaior
kinerja untuksetiap kegiatan sudah mulai ditentukan secara ringi.
Kegiatan-kegiatanyang akan dilaksanakan dan rinciannya

(subkegiatan).....




3)

(subkegiatan) terdapat :ndlkator kznerja berupa keluaran dan_' |
dicantumkan pu!a %arget capanannya Sedangkan indikator yang'_-

lebih tmgg; yaitu has:! dari- program waiaupun fidak ada'-

keharusan / kewajlban untuk menentukan target target capatan

‘pada bahan yang dl{encanakan atas hassl program, da!am::__

'-"penyusunan RKA—K%. untuk menetapkan ‘target hasui program,f_:.'

sebaxknya ‘baik rnd:kator lamnya hendaknya sudah hams
ditentukan, karena RKA-KL ini adalah perencanaan tahunan'
yang sudah iebih pasti. Bila ada perbaikan dalam perencanaan'
terutama pada penyusunan RKA-KL seharusnya iuga mengad:
perhatian instansi pemenntah sepert: dianjurkan pada bukuy
pedoman penyusunan dari Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKiF’)

penerapan Indikator Kinerja pada Dokumen Penetapan Kinerja.

Dokumen penetapan kinerja, berdasarkan Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor: PER/29/M.PAN/12/2010 tanggal 31 Desember 2010,
tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan
Pelaporan Akuntabilitas Kiﬁefja instansi  Pemerintah, harus
disusun oleh setiap instansi pemerintah sebagai perwujudan
komitmen instansi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang
diinginkan Indikator kinerja dan target - target oufput maupun
outcome sudah harus dicantumkan di dalam dokumen
penetapan kinerja.

‘Pada  penyusunan - dokumen penetapan”  kireria
{performance agreeiment) yang terpenting adalah pencantuman
target hasil (oufcome) dan target keluaran (output). Sedangkan
masalah pendanaan dari anggaran dapat diperkirakan dari pagu
anggaran keseluruhan yang diterima Polri,

Indikator kinerja yang disajikan di dalam dokumen
penetapan kinerja (persetujuan Kinerja) hendaknya adalah KU
yang  menggambarkan  keberhasilan organisasi  Polri
{(satuan kerja) yang menyusunnya. Walaupun demikian,

indikator. ....



.indikatore-indikator yang ' sangat befhubungan dengan
pencapa:an tujuan orgamsasz Juga dapat disa};kan .
_ Dan has:i pantauan yang dllakukan pada satuan ker;a""
(Satker) masih d:temukan dalam menyusun mdlkator kzneqa
_ _'menyajfkan tedalu banyak lndii{ator - zndlkator kmarja i:eruﬂcama:f
= mdtkator outpuf h I-': dlmungkmkan karena untuk:-_
'mengkedepankan dengan jumlah aﬁggaran yang d;gunakan:
maka harus lebih banyak mdikator kinerja yang dfsajlkar; agar
sesuai dengan anggaran yang dlpakaz o

BAB IV.....
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BAB Iv
PENGEMBANGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA _

Penerapan Awal dalam Pengukua’an Kinerja;

_ Setelah. organisasi Polri 'm_e;_éetapkan_ '_I;KU di iingkimgan Polri, kemu'_c;fijélh R
= '..'difbnnaikan dengan ketentuah_-sébégai berikut : o
_ 1. Pimpinan Polri wajib Mmenetapkan IKU uniuk organisasi Polri; .

2.  Pimpinan di tingkat eselon | wajib menetapkan IKU untuk satuannya; dan g :

‘3. Pimpinan di tingkat eselon il dan Kasatwil disetarakan eselon i wajib
menetapkan IKU unfuk satuannya.

Penetapan oleh pimpinan ini sangatlah penting untuk mengikat komitmen
seluruh jajaran managemendan anggota organisasi Polri. Penetapan ini dapat
dilakukan bersamaan dengan penetapan Rencana Strategis orgénisasi Polri,
namun tidak tertutup kemungkinan dilakukan penetapan tersendiri untuk IKU
pada berbagai tingkatan satuan kerja pada organisasi Polri.

Setelah menetapkan IKU, setiap bimpfnan satuan kerja baik di tingkat pusat
maupun kewilayahan, diharapkan menerapkan beberapa hal, antara lain:

1. kewajiban menggunakan IKU sebagai u.kuran keberhasilan masing-masing
tingkatan organisasi: ‘

2. kewsjiban menggunakan IKU yang ditetapkan tersebut dalam perencanaan
tahunan, penganggaran, pengukuran dan pelaporan serta dalam
pemberian ganjaran dan sanksi; dan

3. pelaksanaan review dan evaluasi pelaksanaan iKU.

Review dan Pengembangan Penerapan IKU di Lingkungan Polri

Dalam penggunaan KU pada satuan keria di lingkungan Polri
dimungkinkan mengalami perubahan / review secara berkala, karena bila ada
perubashan aragh kebijakan dari pemerintah  maupun pimpinan Polri vang
signifikan dengan demikian maka {KU pun mengalami perubahan.

Review IKU ini diperiukan jika terdapat perubahan program dan kegiatan-
kegiatan agar tetap memiliki indikator kinerja yang valid yang dapat digunakan
untuk pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
Riview ini juga diperlukan jika terdapat kemungkinan-kemungkinan lain berkaitan

dengan.....



| bemese Ko, agar dan proses pembustan kebikan, perencanee
| PonoeTogaTanteripat oteratn yang bk shigga mud dtam et

-dengan perkembangan imu dan teknologi yang digunakan dalam pelaksanaan

'pro:g_:j:am ‘dan keg_iat_a_n - kegiatan. _efép'ata'h_pér';gg_un_a;a'n_-l_KU -memp‘g_kgﬁ -

 Prasyarat penfing dalam keberhasilan manajemen yang berbasis kinerja,

| Review IKU bisa juga Karena kebutuhan dafam Penganggaran yang

dan

 mengevalusi dan menilai Kinerja. ‘Bagi aparat pengawas hal inj juga tebin

‘memudahkan pengecekan dan penilafan akuntabilitas kinerja jika KU yang
. digunakan tepatdan baik, oo S Yang
o ~Agar evaluasi dapat diiakukz_in ‘secara efisien  dan efekti, peﬂu
diidentifikasi metode yang akan diimplementasikan dalam tahap-tahapa_h
evaluasi. Metodologi yang dapat diimplementasikan meliputi metode kuantifé_afif
dan meiode evaluasi kualitatif, Metode yang dapat d_ig'u_nakan meliputi anté;ré__
fain:

1. performance monitoring, metode ini dimaksudkan untuk mengetahui
manfaat input dalam menghasilkan oufput. Teknik ini akan membantu
organisasi dalam mengidentifikasi terjadinya keterlambatan dan masaiah-
masalah dalam pelaksanaan kegiatan dan program; '_ _

2. diagnostic studlies, untuk memahami mengapa terjadi permasalahan dalam -
implementasi;

3. midterm assessment, berguna untuk menilaj dan mengetahui kemajuan
pelaksanaan kegiatan secara menyeluruh. Dengan mengetahui hal-hal
tersebut, instansi pemerintah akan dapat menyiapkan perubahan-
perubahan yang diperlukan; - N

4. completion, untuk mengstahui keberhasilan  instansi dafam Mencapai
Kinerja yang telah ditetapkan; dan

5. moniforing Operations, maintenance, and sustainability, teknik yang
diimplementasikan akan dapat menilai Kapasitas instansi Pemerintah dalam
rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Berbagai teknik evaluasi dapat dilakukan oleh seorang evaluator akan sangat
tergantung pada tingkatan tataran (context) yang dievaluasi dan bidang (content)
permasalahan yang dievaluasi Evaluasi pada tingkat kebijakan berbeds dengan
evaluasi pada tingkatan pelaksanaan program. Demikian puia evaluasi terhadap

pelaksanaan. ...



' ]pelaksanaan program berbeda pula dengan evaluasi pada tingkat pe!aksanaan :

Kegiatan. D; samping itu evaluasi pada bidang kegiatan penyuluhan misain"a'

- akan sangat berbeda dengan evaluasi terhadap bidang laporan hasil penyidlkar{
- Tak hanya itu, penerapan tekmk evaluas; tergan‘tung juga pada validltas _dan'_
_ketersednaan data yang mungkin dapat dlperoi h. '

Berbagan teknik evaluasu sah—sah saja untuk dlgunakan asalkan dapat;
| _:memenuhl tu;uan evaluasi. Muia: dan telaah sederhana, surve& sederhana
'sampal survei yang mendetail, verifi kasx data, apphed research, berbagal anahs;s_
- dan pengukuran, survei persepsi target grup pelanggan metode statistik, metode
. statistik non parametrik, pembandingan-pembandingan dan benchmarking, crossl
section analisis, time series analisis, tabulasi, penyajian pengolahan data dengan
grafiklicon / simbol-simbol, dansebagainya.Pada dasarnyareview peiaksanaan
IKU ini merupakan kewajiban bagimanajemen di masing-masing tmgkatan
organisasi. Namun demikian agar pelaksanaan review ini dapat dilakukan secara
terintegrasi, maka unit pengawasan internal dapat mengkoordmasnkan
pelaksanaan review ini. Pimpinan Instansi melakukan pembinaan dalam
pengembangan dan penetapah IKU di lingkungan masing-masing.

BABYV....
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BAB V
PENGAWASAN DAN PENGENDALEAN

_ . Untuk' méhgetahui keberhasslan !ndikator Kiner]a Utama (!KU) pada-.'i::;:
;.masmg masmg satuan ker]a pada tmgkatan umt ker]a d; imgkungan Poln sarta sejaUh.;
"_mana keberhasuian dan hambatan yang dialaml dlperiukan pengawasan daﬁ}_.; :

. _.,;__."'?'_:Qengendaltan secara beqenjang dengan tatanan sebaga: benkut | S

. :plmplnan unrt organisasi Poin melaiu: Asrena Kapoin meiakukan pengawasan
. dan pengendalian terhadap peiaksanaan penetapan lndlkator Kinerja Utamaiff.f" i
3 .pada satker di lingkungan Polri; '

plmp;nan unit organasi pada tingkat eselon | me!akukan pengawasan dan

pengendahan terhadap pelaksanaan penetapan lndlkator kmerja utama Satker
di bawahnya; dan

gimpinan kepolisian daerah melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap

pelaksanaan indikator kinerja utama di bawahnya termasuk Satker kewilayahan.

BAB VL....




BAB VI
ADMINISTRASI

| Dukungan ‘administrasi dalam rangka penyusunan dan pendlsinbus:an:;.f':'_-- |
Indskator KineI}a Utama dij ;ajaran Poin agar memperhatlkan hal hal sebagal benkut

a .'iata ‘cara penullsan naskah dan iampiran -. lamp:ran d;sesua;kan dengan'fl o
pedoman penyusunan dalam Jukminu;

- b _ _dukungan anggaran yang dibutuhkan dalam penvusunan serta pendistribusian'_.f---'_
| menggunakan anggaran rutin yang dialokasikan berdasarkan usulan Rengiat;

c. pendistﬂbUSIan Indikator Kinerja Utama Polri kepada Satker jajaran Po!n'_.
di lingkungan Mabes Polri dikirim oleh Srena Pold dan KU vang sudah
ditetapkan Satker jajaran dilingkungan Polri wajib dikirimkan ke Srena Polri;

d. indikator Kinerja Utama Polri setiap tingkat organisasi Polri bersifat terbatas,
hanya didistribusikan kepada pihak - pihak yang berkepentingan (stakeholders).
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& A e e
| MEMELIHARA KEAMANAN D
MASYARAKAT:

BAB VI
SEPERANGKAT INDIKATOR KINERJA UTAMA

2

sy e
AN KETERTIBAN.

a.

Persentase penurunan titik rawan kemacetan lintas;

Keputusan Kapolri Nomor :
Kep/309/V/2010, tentang 3
Penetapan Indikator kinerja Utama -
di Lingkungan Kepolisian Negara

b. Frekuensi pelaksanaan patroli secara bersinergi dan | RePublik indonesia
berkesinambungan selama 24 jam;
¢. Jumlah pengaturan, penjagaan dan pengawalan yang
ditakukan sesuai dengan SOP;
d. Jumlah pelaksahaan pengamanan terhadap objek vital /
khusus, WVIP dan VIP serta pariwisata dan
penyelenggaraan  kegiatan yang bersifat nasional
maupun internasional;
e.. Jumlah operasional unsur polisi udara Mabes dan
di kewilayahan;
f. Persentase wilayah perbatasan darat ,perairan, dan
pulau —pulau terluar berpenghuni yang diberikan
penjagaan,pengawalan dan patroli;
g. Jumiah desa yang berperan akiif dalam menjaga
keamanan;
h. Persentase  penurunan pelanggaran penggunaan
senjata api, bahan peledak dan obat terlarang.
PENEGAKAN HUKUM: Keputusan Kapolri Nomor :
Kep/309/V/2010, tentang
a. Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas; Penetapan Indikator kinerja Utama
. | di Lingkungan Kepolisian Negara
b. Pers'entase - menurunnya gangguan keamanan di Republik Indonesia .
kewilayahan;
c. Persentase gangguan keamanan berkadar tinggi yang
dapat diatasi;
d. Persentase penurunan tindak pidana yang ditangani
sesuai dengan SOP (ketentuan yang berlaku);
e Jumiah Operasi Intelijen yang telah ditindak lanjuti oleh
instansi pemerintah lainya (user);
f. Persentase gangguan keamanan yang berkadar tinggi
di daerah perbatasan dan pulau - pulau terluar yang
dapat diatasi;
g. Jumlah Operasi Intelejen yang telah difindak lanjuti oleh
insatnsi pemerintah lainya (user);
h. Persentase jumlah penyelesaian perkara yang ditangani

Pairi.

PERLINDUNGAN....
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a.

PERL!NDUNGAN PENGAYOMAN BAN PELAYANAN KEPADA )
MASYARAKAT.

Persentase pemenuhan kebutuhan A[matsus Potn_

' rerseniase pemenuhan kebutunan Aimatsus F‘o!n'

sesuai standar spesﬁ“ kasn/t;po!ogl

Ratio anggo&a Polri dan penduduk;
Persentase kecamatan yang sudah memiliki Polsek;

Persentase Kelurahan / desa yang telah ditempatkan
Babinkamtibmas

Persentase kejadian yang ditangani sesuai dengan
standar pelayanan Quick Respons;

Jumlah perkuatan satuan Brimob di wilayah rawan
konflik.

Keputusan Kapolri Nomor :

1-Kep/308/V/2010,tentang Penetapan

indikator kinerja utama
di lingkungan Kepolisian Negara
Repubhk indonesaa.

BAB VIIL.....

>




BABvIl . -
CONTOH NDEKATOR KiNERJA UTAMA

A Contoh !ndzkator Kinerja Utama Poirs

e KEPOL!SIANNEGARAREPUBLIKINDONESIA o

MAPKAS BESAR

EER .;-'i Nama Organlsas; KEPOL!SIAN NEGARA REPUBUK INDONESIA (a)

| 2. 'Tugas o | : (b)

Ca memekhara keamanan dan keteriiban masyarakat

b. p_e_negakan hukum; dan

c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada
masyarakat.

-13.  Fungsi:(c)

a.  memberikan kebijakan dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban
masyarakat, mengakkan hukum serta perlindungan, pengayoman dan
pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan
dalam negeri;

b.  menyelenggarakan kegiatan Operasional Kepolisian dalam rangka
pelaksanaan tugas Poiri dalam bentuk kegiatan perlindungan, pengayoman
dan pelayanan kepada masyarakat seria penyelenggaraan Operasi
Kepolisian;

¢.  menyelenggaraan pembangunan dan pembinaan kemampuan Polri;

d.  menyelenggarakan penegakkan hukum;

e. p'eng'e'!'dlalar'i b”a'r'ang' miiik/kekéyaén N@garé yéng méh}adi ténggung jawéb.
Polri;

I.  pengawasan atas Pelaksanaan pokok Polri; dan

g.  penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang

tugas dan fungsinya kepada Presiden.

4. indikator Kinerja Utama: (d)

NO....
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SASARAN STRATEGIS URAIAN
7 2 3 e
1. | Tersebarnya  pelayanan  Polri | a. Persentase penurunan titik _rawan kemacetanf
kepada  masyarakat ~ dengan | lintas;
memperkuat Polsek, sebagai ujung | b. Frekuens; pelaksanaan Patroli secara bersmerg:-_ |
tombak pelayanan keamanan dan dan berkes:namhungan selama 24 jam; 3
' F"bire's’ - sebagat Kesatuan | c. _Perseniase ke;aduan yang ditangani sesuai clenganf-E 1
Operasmnal Dasar terutama dalam 'standar pelayanan Quick Respons; : '
hal perlindungan dan | d. Jumlah pengaturan, penjagaan dan pengawalan'
pengayoman. vang dilakukan sesuai dengan SCP; '_

. Jumlah pelaksanaan pengamanan terhadap objek
vital / khusus, VVIP dan VIP serta pariwisata dan”
penyelenggaraan kegiatan yang bersifat nasionél_'
maupun internasional;

. Persentase gangguan keamanan berkadar tinggf
yang dapat diatasi.

2. | Terpenuhinya hak — hak tersangka Persentase penyelesalan perkara tindak pidana

dan pelapor (korban) yang

berlandaskan pada asas Praduga

tak bersalah sehingga secara

berkala  menyajikan  informasi
kepada pelapor (korban) teniang

perkembangan hasil penyidikan.

yang ditangani sesuai dengan SOP (ketentuan
yang berlaku);

Persentase Pelayanan Polri Kepada Masyarakat
melalui surat pemberitahuan perkembangan hasil
penyidikan (SP2HP);

3. | Tergelarnya pengamanan wilayah Persentase wilayah perbatasan darat, perairan,
perbatasan dan puiau - puiau dan pulau-pulau  terluar berpenghﬁni yang
terluar berpenghuni dan diberikan penjagaan, pengawalan dan patroli;
berpenduduk  (khususnya Selat Persentase gangguan keamanan yang berkadar
-Malaka). tinggi di daerah perbatasan dan pulau — pulau

teriuar vang dapat diatasi.

4. | Meningkatnya pelayanan Persentase penurunan pelanggaran penggunaan

masyarakat melalui perizinan.

senjaia ani, bahan peledak

Persentase meningkatnya badan atau orang yang
mengajukan bidang perizinan;

Persentase penurunan komplain masyarakat
melalui perizinan yang sesuai dengan SOP.

5. Tergelarnya......




37

untuk mengisi sebaran pelayanan
di tengah masyarakat.

. perseniase

NO - SASARAN STRATEGIS URAIAN
7 2 3 5
5. | Tergelarnya pengamanan w_iiay_a_h . Persentase wzlayah perbatasan darat ,peralran
- perbatasan dan - pulau - pulau |- dan pulau-pulau “terluar - berpenghum yang__
terluar berpenghuni dan diberikan penjagaan, pengawaian dan patrali; -
: berpenduduk (khususnya Selat | b. Persentase gangguan keamanan yang berkadar
Ma!aka) ' o 'tmggl di daerah perbalasaﬁ dan pu!au - pu:au '
g terluar yang dapatdnatasa '
6. | Terwujudnya pelayanan secara Persentase menmgkatnya penyeiesalan perkara
mudah, responsif dan fidak yang d;tangam Polri sesuai dengan SOP. _
diskriminasi khususnya terhadap Menurunnya jumlah komplain masyarakat dala'rh:.j
korban akibat tindak Kkejahatan pelayanan penanganan perkara.
agar proses penegakan hukum '
dapat berjalan secara objektif.
7. | Tergelarnya peralatan Polri | a. Persentase pemenuhan kebutuhan Almatsus Polri -
berbasis ~  teknologi - dalam sesuai standar spesifikasiftipolog;
menghadapi berbagai frend | ] )
kejahatan  yang berkembang Persentase pemenuhan kebutuhan Almatsus Poiri,
dengan  semakin  canggihnya
kejahatan, bahkan  kejahatan
sudah merambah pada dunia
maya, sehingga memeriukan suatu
kemampuan peralatan yang
sebanding® dalam  melakukan
deteksi terhadap kejahatan
berdimensi baru tersebut.
8. |Terpenuhinya jumlah personel | a. ratio anggota Poiri dan penduduk;

. persentase kecamatan yang sudah memiliki

Polsek;
Kelurahan / desa vyang felah

. ditempatkan Bhabinkamtibmas.

Jakarta, Juli 2012

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Drs. TIMUR PRADOPO
JENDERAL POLISI

Petunjuk.....
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1.

. f_ _header(b) dus; sesuaz dengan ‘tugas Kementenan/lembaga
_ '-_;.:_'Contoh N
cla.

Petunjuk Pengisian'

-header (a) diisi dengan Nama KementenanlLembaga
: “KEPOLISIAN NEGARA REPUBUK INDONESIA” )

' -Memehhara keamanan dan ketert:ban masyarakat
b. _:Penegakan hukum; dan | '
c 'Memberzkan pemndungan pengayoman dan pelayanan kepada

_ .masyarakat

header (c) diisi sesuai dengan fungsi Kementerian/lembaga.
Contoh:

a.

Memberikan kebijakan dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiba'h
masyarakat, mengakkan hukum serta perlindungan, pengayoman daz_{
pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan
dalam negeri;

Menyelenggarakan kegiatan Operasional Kepolisian dalam rangka
pelaksanaan tugas Polri dalam bentuk kegiatan perlindungan, pengayoman
dan pelayanan kepada masyarakat serta penyelenggaraan Operasi
Kepolisian; dst,

header (d) diisi dengan Indikator Kinerja Utama dengan rincian kolom sebagai
berikut:

a.

b.

kolom (1} diisi dengan nomor Indikator.

kolom (2) diisi dengan Sasaran Strategis Polri sesuai dengan Rencana
Strategis Polri.

Conion:

“Terpenuhinya hak ~ hak tersangka dan pelapor (korban) yang
berlandaskan pada asas Praduga fak bersalah sehingga secara berkala
menyajikan informasi kepada pelapor (korban) tentang perkembangan hasil
penyidikan”.

c. kolom.....




- kolom (3) dusa dengan ura;an { !nd:kator Kmer}a)
.Contoh '

Ay --persentase penumnan tmdak p:dana yang dstangam sesual deﬁgan

- SOP (ketentuan yang beriaku)

i 2) ;persentase Pefayanan Poln Kepada Masyarakat meiaiuz sura%
_ _ ) | ___:pembentahuan perkembangan hasxl penyzd:kan (SP2HP) dan =
; 3) ;umlah Operas: intel:jen yang teiah drtmdak lanjuti- oleh mstansn

pemenntah lainya (user)

B. Contoh.....




40

%%v;w-e&a-:.\zg,_-a.,_-? Prateian e

B. Contoh Indikator Kinerja Utama Satker Mabes Polri

| KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
BADAN PEMELIHARAAN DAN KEAMANAN

MARKAS BESAR

E 1. Nama Unit Organisasi: BADAN PEMELIHARAAN DAN KEAMANAN POLRI (_é).

a.

Tugas : membina dan menyelenggarakan fungsi pemeiiharaa'n' '

Fungsi : (c)

keamanan yang mencakup upaya peningkatan kondisi
keamanan dan ketertiban masyarakat, guna
mewujudkan keamanan dalam negeri; (b)

perumusan dan atau pengembangan sistem dan metode termasuk
peraturan yang terkait dengan pemeliharaan keamanan;

pemantauan dan supervisi staf serta pemberian arahan guna menjamin
terlaksananya fungsi pemeliharaan keamanan;

pemberian dukungan operasional terpadu terhadap pelaksanaan tugas
kewilayahan;

pelaksanaan kefja sama baik dalam bentuk pelatihan maupun kegiatan
yang berkaitan dengan lingkup tugas Baharkam; |

penyiapan Kebijakan dan Rencana Strategis vang meliputi manajemen
kegiatan dan manajemen latihan operasi kepolisian baik Satker yang
berada di dalam maupun di luar lingkungan Baharkam;

perencanaan kebutuhan materiil, logistik dan anggaran, pembinaan dan
perawatan personel di dalam lingkungan Baharkam;

pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang berkaitan dengan
sumber daya dan hasil kegiatan satuan fungsi pelaksana pemeliharaan
keamanan;

pengkoordinasian dan pengendalian penyelenggaraan pembinaan fungsi
kepolisian di bidang pemeliharaan keamanan meliputi;, Pembinaan
Masyarakat; Sabhara; Pamobvit; Polair; Poludara; dan Satwa. _
pembinaan kegiatan bidang pemeliharaan keamanan yang bersifat terpusat
dan lintas daerah yang meliputi pengamanan khusus, kepolisian perairan
dan kepolis_ian udara;

i- penyiapan....
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I penyiapan kekuatan dari segenap unsur polisi berseragam dalam bentuk
satuan tugas khusus untuk kepentingan kegiatan kontmgensu kepoi;s;an '

4. Indikator Kinerja Utama: {d) :
No SASARAN STRATEGIS awsaxm‘_oa KINERJA KET

1 ' 2 3 - LA
1. | Tersebarnya pelayanan Polri Persemase penurunan: pelanggaran lalu Isntas

iy

kepada ‘masyarakat dengan | b. Persentase penurunan itk rawan kemacetan

memperkuat Polsek, sebagai lintas;

ujung tombak pelayanan | ¢. Frekuensi pelaksanaan Patroli secara bersinergi
keamanan dan Polres sebagai dan berkesinambungan selama 24 jam;

Kesatuan Operasional Dasar | d. Persentase kejadian yang ditangani sesuai dengan
terutama dalam hal standart pelayanan Quick Respons;

perlindungan dan | e. Jumlah pengaturan, penjagaan dan pengawalan
pengayoman. yang dilakukan sesuai dengan SOP;

f. Jumlah pelaksanaan pengamanan terhadap objsk
vital / khusus, VVIP dan VIP seria pariwisata dan
penyelenggaraan kegiatan yang bersifat nasional
maupun internasional;

g. Jumlah operasional unsur polisi udara Mabes dan
di kewilayahan.

2. | Tergelarnya pengamanan | Persentase wilayah perbatasan darat .perairan, dan
wilayah perbatasan dan pulau | pulau —pulau terluar berpenghuni yang diberikan
- pulau terluar berpenghuni | penjagaan, pengawalan dan patroli,

dan berpenduduk (khususnya
Selat Malaka).

3. | Terwujudnya komunitas | Jumlah desa yang berperan aktif dalam menjaga
samapta di desa dan kawasan | keamanan.

sebagai bentuk peran seria
aklit dalam rangka menjaga
keamanan.

Jakarta, Juli 2012
KEPALA BADAN PEMELIHARA KEAMANAN

Drs. IMAM SUJARWO
KOMISARIS JENDERAL POLISI

Petunjuk.....
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Petunjuk Péngisian:

1.

“BADAN PEMELIHARA KEAMANAN POLRI" o

-lheia:c'i:er_ (b) diisi sesuai dengan tugas unit Org.an_i_sasi_-setingkat eselon .

header (a) diisi dengan Nama Unit Organisast:

Cb_n_tdh:

Cohﬁéh: |
“méfﬁbina dan menyelenggarakan fungsi pemeliharaan keamanan yar{g_
mencakup upaya peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban masyaras{éi,:
guna mewujudkan keamanan dalam negetri’.

header (c) diisi sesuai dengan fungsi unit Organisasi setingkat eselon I.

Contoh:

a. perumusan dan atau pengembangan sistem dan metode termasuk
peraturan yang terkait dengan pemeliharaan keamanan;

b.  pemantauan dan supervisi staf serta pemberian arahan guna menjamin
terlaksananya fungsi pemeliharaan keamanan;

c. pemberian dukungan operasional terpadu terhadap pelaksanaan tugas
kewilayahan; ’

d. pelaksanaan kerja sama baik dalam bentuk pelatihan maupun kegiatan

- yang berkaitan dengan lingkup tugas Baharkam;

e. perencanaan kebutuhan materil, logistik dan anggaran, pembinaan dan

perawatan personel di dalam lingkungan Baharkam; dst..

header (d) diisi dengan Indikator Kinerja Utama dengan rincian kolom sebagai

berikut:

a. kolom (1) diisi dengan nomor inidkator.

b. kolom (2} diisi dengan Sasaran Strategis Baharkam (Unit Organisasi)
sesuai dengan Rencana Strategis Baharkam {Unit Organisasi).

Conioh:

“Tersebarnya pelayanan Polri kepada masyarakat dengan memperkuat
Polsek, sebagai ujung tombak pelayanan keamanan dan Polres sebagai
Kesatuan Operasional Dasar terutama dalam hal perlindungan dan

pengayoman’.

c. kolom....
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kolom (3) diisi dengan Indikator Kinerja:

Contoh :

1)  persentase penurunan pelanggaran lalu lintas;

2) persentase penurunan titik rawan kemacetan lintas; _

3) frekuensi  pelaksanaan  Patroli  secara  bersinergi  dan
berkesinambungan selama 24 jam; :f

4)  persentase kejadian yang ditangani sesuai dengan standar pelayana}f ;
Quick Respons;

5) jumiah pengaturan, penjagaan dan pengawalan yang dilakukan
sesuai dengan SOP;

8) jumlah pelaksanaan pengamanan terhadap objek vital khusus, VVIP|-
dan VIP serta pariwisata dan penyelenggaraan kegiatan vang bersifat
nasional maupun internasional;

7) Jumlah operasional unsur Polisi Udéra Mabes Poli dan di

kewilayahan.

C. Contoh....
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C. Contoh Indikator Kinerja Utama Polda

' KEPOL%SIAN NEGARA REPUBLIK iNDONESIA

DAERAH JAWA BARAT

1. :Nam_a_funi_t O_rganisasi: KEPOLISIAN DAERAH dAWA BARAT

2. Tugas:
a

memb:na dan menyelenggarakan fungss pemeilharaan keamanan yang
mencakup upaya peningkatan andESI keamanan dan ketemban
masyarakat, guna mewujudkan keamanan dalam negeri; dan .
melaksanakan tugas-tugas Polri Iainnyé dalam daerah hukum Polda,'
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Fungsi:

a.

pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat dalam bentuk
penerimaan dan penanganan laporan atau péngaduan, permintaan
bantuan atau pertolongan, pelayanan pengaduan atas tindakan anggota
Polri, dan pelayanan surat-surat izin atau keterangan sesuai dengah
ketentuan peraturan perundang-undangan;

pelaksanaan intelijen dalam bidang keamanan, termasuk persandian dan
intelijen teknologi, baik sebagai bagian dari kegiatan satuan-satuan atas,
maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan
operasional Polda dalam rangka pencegahan gangguan dan pemeliharaan
keamanan dalam negeri;

penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi,
laboratorium forensik lapangan, pembinaan dan pengawasan Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (PPNS), serta pengawasan proses penyidikan:
pelaksanaan sabhara kepolisian, yang meliputé kegiatan patroli mencakup
pengaiuran, penjagaan, pengawalan, pengamanan kegiatan masyarakat,
dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan, pengamanan
unjuk rasa, dan pengendalian massa, serta pengamanan objek khusus
yang meliputi Very Very Important Person (VWVIP), Very Important Person
(VIP), tempat pariwisata, dan objek vital khusus lainnya;

pelaksanaan lalu lintas kepolisian, vang meliputi kegiatan Pengaturan,
Penjagaan, Pengawalan, dan Patroli (_Turjawa!i) lalu lintas termasuk
penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu fintas, serta

Registrasi....




Reglstras: dan Identifikasi (Reg:dent) pengemudl dan kendaraan bermotor 1
dalam. rangka penegakan hukum dan pembmaan Keamanan 2
‘Keselamatan, Keterttban dan Keiancaran Lalu Lintas (Kamseltibcarl antas); _;'f-
d '.peiaksanaan kepohsnan perairan yang meinput; keg:atan patmh %ermasuk:}
-.penanganan pertama “tindak - pldana pencarian dan penyelamatanj"-i_

: _.'-_keceiakaan/Search and Réécue (SAR) d; wnlayah peratran pemb;naan:-f : 
o -masyarakat pantau atau perairan dalam rangka pencegahan kejahatan dan’fﬁ
pemellharaan keamanan di wulayah peralran ' S

8. _pembinaan masyarakat yang meliputi Perpolisian Masyarakat (Poimas)
pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa -
dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap
hukum, tumbuh kembangnya peran seria masyarakat dalam pembinaan
keamanan dan ketertiban, terjalinnya hubungan Polri dengan masyarakat
yang kondusif bagi pelaksanaan tugas kepolisian, serta pembinaan teknis

dan pengawasan kepolisian khusus termasuk satuan pengamanan; dan

f. pelaksanaan fungsi-fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

4. Indikator Kinerja Utama:

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA KET
7 2 3 4
1. | Terwujudnya peningkatan a. Perseniase Penyelesaian Tindak Pidana
pengungkapan dan Konvensional;
penyelesaian tindak pidana b. Persentase penyelesaian tindak pidana

yang terjadi di wilayah Polda transnasional.

Jawsa Barat

Bandung, Juli 2012
KEPALA KEPGOLISIAN DAERAH JAWA BARAT

Drs. PUTUT EKO BAYU SENO
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

Petunjuk.....
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Petunjuk Pengisian:

1.

header (a) diisi dengan Nama Unit Organisasi:

Contoh:

“KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT”

. header (b) diisi sesuai dengan tugas unit Organisasi setingkat eselon | dan
- eselon Il.

Conioh: _
* Membina dan menyelenggarakan fungsi pemeliharaan keamanan vang
mencakup upaya peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakaf;
guna mewujudkan keamanan dalam negeri melaksanakan tugas-tugas Pol'ﬁ_
lainnya dalam daerah hukum Polda, sesuai dengan ketentuan peraturari
perundang-undangan”.

header (c) diisi sesuai dengan fungsi unit Organisasi setingkat eselon | dan
eselon il

Contoh:

a. pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat dalam bentuk
penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, permintaan
bantuan atau pertolongan, pelayanan péngaduan atas tindakan anggota
Polri, dan pelayanan surat-surat izin atau keterangan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

b.  pelaksanaan intelijen dalam bidang keamanan, termasuk persandian dan
intelijen teknologi, baik sebagai bagian dari kegiatan satuan-satuan atas,
maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan
operasional Polda dalam rangka pencegahan gangguan dan pemeliharaan
keamanan dalam negeri;

¢.  penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi,
laboratorium forensik lapangan, pembinaan dan pengawasan Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (PPNS), serta pengawasan proses penyidikan;

neader (d) diisi dengan Indikator Kinerja Utama dengan rincian kolom sebagai
berikut:
a. kolom (1) diisi dengan nomor Inidkator.

b. kolom....
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b.. kolom (2) diisi dengan Sasaran Strategis Polda (Unit Organisasi ) sesua:
dengan Rencana Strategis Polda (Unit Organisasi). :

“"Contoh: f
| Terwu;udnya peningkatan pengungkapan dan penyelesaian tindak pldana
yang teqadi di wilayah Polda Jawa Barat”. ;
oC. koiqm (3) diisi dengan Indikator Kinerja:
Contoh :
a. persentase penyelesaian Tindak Pidana Konvensional:
b. persentase penyelesaian tindak pidana transnasional.

Catatan:
Untuk Indikator Kinerja Utama Satker tingkat Polda agar disesuaikan dengan Sasaran
Strategi yang dihadapi sesuai dengan Tupoksi.
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D Contoh Indikator Kinerja Utama Satker Kewilayahan

' KEPOLiSIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

"DAERAH JAWA BARAT ~
- RESOR CIAMIS

1. _'-'Nama Unit OpgamsaSl : PGLRES CiA?W?S (a)

2. "Tugas ::menyeienggarakan tugas pokok Poira dalam memehhara keamanan

dan ketertiban masyarakat, menegakka_n hukum, serta membernkan_
periindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dai‘s

melaksanakan tugas-tugas Polri Iatnnya dalam daerah hukum Polres
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; (b)

3. Fungsi: (c)

a.

pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk
penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan
pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi
pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan., serfa pelayanan
pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan keteniuan peraturan
perundang-undangan;

pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan guna
terselenggaranya deteksi dini (early detecfion) dan peringatan dini (early
warningy;

penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi|.

laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, serta
pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS); .

pembinaan masyarakal, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui
perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentui-beniulk
pengamanan swakarsa dalam rangka  peningkatan kesadaran dan

ketaatan warga masyarakat terhadap hukum "dan ketentuan peraturan

perundang-undangan, terjalinnya hubungan antara Polri dengan

masyarakat, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus;
pelaksanaan fungsi Sabhara, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan

pengawalan, patroli (Turjawali) serta pengamanan kegiatan masyarakat

dan pemerintah.....
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g

dan pemerintah, termasuk penindakan findak pidana ringan (Tipiring),
pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa, seria pengamanan

objek vital, pariwisata dan Very Important Person (VIP);

pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan Turjawali lalu lintas,
termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas
sérfa registrasi dan ideniifikasi kendaraan bermotor dalam rangk&i
penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, -
dan kelancaran lalu lintas;

pelaksanaan fungsi kepolisian perairan, meliputi kegiatan patroli perairan,
penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan, pencarian dan
penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, pembinaan masyarakat
perairan dalam rangka pencegahan kejahatan, dan pemeliharaan
keamanan di wilayah perairan; dan

pelaksanaan fungsi-fungsi lain, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

4. Indikator Kinerja Utama: (d)
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA KET
1 2 3 4

pengamanan seria
penggalangan dengan
terdeteksinya setiap kegiatan
masyarakat berupa informasi
yang akurat dan tepat wakiu
dalam rangka pencegahan
secara dini tentang
Kamtibmas dan mengungkap
pelaku kriminalitas,

Terwujudnya penyelidikandan | a. Jumlah masyaraka_t yang dijadikan jaringan

informasi bidang Ipoleksosbudhankam:;
b. Jumlah deteksi kegiatan Masyarakat;

c. Persentase Jaringan informasi yang
dibentuk.

Ciamis, Juli 2012
KEPALA KEPOLISIAN RESOR CIAMIS

ROY ADHI CHANDRA
AKBP NRP 73070556

Petunjuk.....




1 'jheader (a) dnsl dengan Nama Umt OrgamsaSI

Peiumuk Pengisxan

:;.“POLRES CiAMIS” :

""5_fmencakup upaya penmgkatan kOﬂdISt keamanan dan ketertlban masyarak "'t'-_:!_ '

' -Contoh

"_"'-:'_'i'Contoh - e - |
e Membina dan Menyeienggarakan fungm pemeilharaan keamanan yang_

.fguna mewu;udkan keamanan dalam negen Meiaksanakan tugas-tugas Po!n
-"ga,mya dalam daerah hukum Polda, sesuai dengan ketentuan peraturan
. perundang undangan SRR :

-head_e_r.(c) c__lu_s; _sesua: dengan fungsi unit Organisasi setingkat eselon lii.

header_;(b) dusn sesual dengan tugas umt Orgamsas: setingkat ese!on HI

a. “'pembenan pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentu’k

| penenmaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan

-pertoiongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan lnstans:

pemenntah dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan

N pengaduan atas tindakan anggota Poin sesuai dengan ketentuan peraturan '

' pemndang undangan; |

b. pelaksanaan fungsi inteljen dalam bidang keamanan gunaﬁl_

terselenggaranya deteksi dini (early defection) dan peringatan dini (early__
warning),

¢.  penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi

laboratorium forensik lapangan dalam rangka penesgakan hukum, serta

pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

(PPNS); B

header (d) diisi dengan Indikator Kinerja Utama dengan rincian kolom sebagai

berikut:

a. kolom (1) diisi dengan nomor inidkator. _

b. kolom (2) diisi dengan Sasaran Strategis Polres (Unit Organisasi ) sesuai|
dengan Rencana Strategis Polres (Unit Organisasi).

contoh.....




| Catatan , . , - X : - : i
Untuk lndukator Klnena Utama satker tangkat Polres/ta ‘agar. dusesuazkan dengan
: Sasaran Strategl yang dxhadapl sesuai dengan Tupoks: RO

S -:c;ontoh B ST -
. :.._uTeanudnya penyehdskan dan pengamanan serta penggalangan de”gan_: N
£ '-'_'j-'3;:-:'_:_*3"-.?terdeteksmya__setlap keg:at’ n ma | |

Jumiah masyarakat yang dz}adikan janngan mfermasu bzdang
e ipoleksosbudhankam ik, '. Y B .
S b Jumlah detekSI keglatan Masyarakat

o -'c_. Persentase Janngan lnfos'maSI yang dlbentuk

Dltetapkan di Jakarta A’
pada tanggai [  - 2012
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